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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran
2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat
dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
kinerja ini.
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KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

@ tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

; = Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

"J,‘ Ly Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

ol Q’ Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

b o "Z, - Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

i f s ; Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

. *  Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran

berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai

satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara

berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya

pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terus

berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan

dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan
pestisida, serta alat mesin pertanian.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2020 yang ditetapkan dalam Renstra 2020-
2024, Ditien PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan
program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan
Menteri Pertanian pada tahun 2020. Lakin Ditien PSP memuat hal-hal menyangkut
pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan keluaran (output)
yang mendukung.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di
masa mendatang.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Sarwo Edhy
NIP. 19620322 198303 1001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan
pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta
berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlunya dukungan
prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI
Nomor: No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2015 telah menetapkan
unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani
prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditien PSP yang utama adalah
mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan,
penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjien PSP.
Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Ditjen
PSP dengan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2020. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun
2020 untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Program yaitu Tersedianya prasarana dan sarana
pertanian yang sesuai kebutuhan, Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang

Akuntabel dan Berkualitas. Capaian atas Sasaran Program tersedianya infrastruktur
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pertanian yang sesuai dengan kebutuhan tahun 2020 dapat dilihat pada Indikator kinerja
sebagai berikut :

Capaian terhadap Sasaran Program Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang

sesuai kebutuhan diperoleh hasil :

1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tercapai 53.60% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 50.43% atau 106.29% dengan kategori ”Sangat Berhasil”;

2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian tercapai 92.09% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 81.62% atau 112.83% dengan kategori “Sangat Berhasil”;

3. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) tercapai 50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%
atau 100% dengan kategori “Berhasil”.

Capaian terhadap Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan Berorientasi pada layanan

prima diperoleh hasil :

1. Nilai PMPRB Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai 34.81 Nilai dari target
yang telah ditetapkan sebesar 34.81 Nilai atau 100%, dengan kategori “Berhasil”;

2. Tingkat kepuasan Unit Eselon | teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap
layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan tercapai 3.18 Nilai dari target
yang telah ditetapkan sebesar 3.30 Nilai atau 96.36%, dengan kategori “Berhasil”.

Capaian terhadap Sasaran Program Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diperoleh hasil :

1. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tercapai
85.89 Nilai dari target yang telah ditetapkan sebesar 81.00 Nilai atau 106.04%,

dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Pada tahun 2020 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini
menunjukan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan

sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang baik merupakan tantangan yang
semakin kompleks untuk dihadapi, seiring dengan pertambahan penduduk yang terus
meningkat, jumlah rumah tangga pertanian yang cenderung berkurang, dan laju alih
fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif yang masih tergolong besar. Lahan
pertanian pangan, termasuk lahan pertanian padi di Indonesia harus berkompetisi
dengan dorongan pertumbuhan industri dan manufaktur, pariwisata, perumahan/real
estate, dan pembangunan kota-kota baru serta pembangunan sarana infrastruktur dan
fasiliats umum yang membutuhkan lahan yang lebih luas. Dengan kondisi dan tantangan
pembangunan tersebut, swasembada pangan menjadi sangat penting dan strategis
sebagai salah satu program prioritas nasional harus diwujudkan dalam penyediaan

pangan nasional.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian merupakan bagian
integral dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Penyediaan prasarana dan
sarana pertanian, secara langsung atau tidak langsung, menunjang sekaligus
mendorong terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian. Namun dalam
prosesnya, beragam kendala dan permasalahan muncul sebagai tantangan dalam
pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian ke depan, seperti
terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang existing, menyangkut
aspek kuantitas dan kualitas, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan/perawatan yang
belum optimal, serta tingkat kemampuan petani atau kelompok tani yang tergolong masih
rendah, pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian.
Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani

aspek pengelolaan sarana dan prasarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.
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Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 45
Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Ditjen
Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana
pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang utama
adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan
perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi

pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian saat ini merupakan pelaksanaan tahun kelima dalam rencana
pembangunan jangka menengah 2020 - 2024. Dalam rangka mewujudkan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya,
kebijakan dan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga
memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB
No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan
Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri

Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas
“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan
sarana di bidang pertanian”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan
pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta
penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan,
serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi
tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin
pertanian prapanen;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengaraan
perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi
tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin
pertanian prapanen;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan adan
perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi
pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon Il , yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
Direktorat Irigasi Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Direktorat Pembiayaan Pertanian

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit Eselon

[l dan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) unit Eselon IV. Sedangkan Sekretariat

Al
e,

3
TAINET
-




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 '\i_;
— e O e — {
-

Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon Ill dan 12 (dua belas ) unit Eselon
V.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan
Presiden No. 45 tahun 2015 dan Permentan No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang
terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon IlI,
dan 51 unit kerja Eselon IV. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

sebagaimana dalam Lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-

masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan
sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di
bidang prasarana dan sarana pertanian;

b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan
pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;

d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan
rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian.

2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan
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perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal,
optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan
rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan,
perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan
areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan,
perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air,
pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim,
konservasi air dan lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan
jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air
dan lingkungan hidup;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan
sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air
serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air,
pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim,

konservasi air dan lingkungan hidup;
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5)

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber
air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta

iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian

menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi
pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan
asuransi pertanian;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan,
kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi
pertanian;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan
fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi
pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan
asuransi pertanian;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan
fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida
menyelenggarakan fungsi :
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a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan
pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan
pestisida;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah
tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk
organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta
pengawasan pupuk dan pestisida;

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik
dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk
dan pestisida; dan

e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin
pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin

Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan Kkebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran,
pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian
prapanen;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran,
pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian
prapanen;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan,
pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin
pertanian prapanen;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran,
pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian

prapanen;
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e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan,
pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin
pertanian prapanen; dan

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia pada sebanyak 328 orang yang
tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian

sebagai berikut :

1) Sekretariat Direktorat sebanyak 92 orang,

2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 50 orang,
3) Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 49 orang,

4) Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 38 orang,

5) Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 50 orang,

6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 48 orang.

Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun
secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan
sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran
Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP pada tahun 2020 dapat

dilihat pada Lampiran 2.

Gambar 1. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun

Anggaran 2020 Per Jenis Kelamin

. No Jems. Total
Kelamin
1 Laki-Laki 185
2 | Perempuan 143
u Lala-Laki Perempuan Jumlah 328
33'5‘%(@
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Gambar 2. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun Anggaran 2020 Per Jenjang Pendidikan
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Gambar 3. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Golongan dan Ruang
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1.5. Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran
pada awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.503.898.216.000,- namun ada beberapa

perubahan anggaran diantaranya :

Pada tanggal 03 April 2020 terbitnya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 tentang
perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020,
dimana Perpres ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk penanganan pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19) dalam Lampiran halaman 15 Perpres tersebut disebutkan
bahwa Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA. 2020 untuk Kementerian

Pertanian mengalami perubahan.

Pada tanggal 08 April 2020 Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor
1195/RC.110/A/04/2020 hal Penghematan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.
2020 dimana Ditjen PSP dihemat sebesar Rp883.160.459.000,- disusul dengan Surat
Sekretaris Jenderal Kementan Nomor B-1207/RC.110/A/04/2020 tanggal 9 April 2020
terkait Perubahan Penghematan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA. 2020
terjadi perubahan anggaran Ditjen PSP dimana yang harus dihemat menjadi sebesar
Rp907.160.459.000,-

Pada tanggal 15 Aprii 2020 adanya Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-
302/MK.02/2020 terkait langkah-langkah penyeseuaian Belanja Kementerian/Lembaga
TA. 2020. Pada tanggal 17 April 2020 surat Sekjen Kementan nomor : B-
1260/RC.110/A/04/2020 terkait Penghematan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian
TA. 2020, dimana Ditjen PSP dari semula dihemat sebesar Rp907.160.459.000,00
menjadi Rp1.539.584.314.000.000,00 dan disusuli kembali oleh Sekjen bahwa anggaran
Ditjen PSP dihemat sebesar Rp1.571.457.771.000,00.

Pada tanggal 05 Mei 2020 Surat Sekjen Kementan nomor : B-1444/RC.110/A/5/2020 hal
Tindak Lanjut Kesimpulan/Keputusan Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan
Menteri Pertanian tanggal 4 Mei 2020 bahwa Dalam Rapat Kerja tersebut disepakati pagu

akhir eselon I lingkup Kementan yang ditetapkan mengacu pada keputusan/kesimpulan
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Raker dimana pagu akhir Ditien PSP setelah refocusing anggaran adalah sebesar
Rp2.578.440.445.000,00 atau mengalami penghematan sebesar
Rp925.457.771.000,00.

Pada tanggal 5 Juni 2020 ada Surat Mentan 96/RC.110/M/6/2020 terkait penyampaian
penyesuaian/perubahan anggaran 2020 dimana Perubahan anggaran PSP semula
Rp1.932.440.445.000 menjadi Rp2.578.440.445.000, Pagu Rupiah Murni (RM) sebesar
Rp646.000.000.000 yang diperoleh melalui pergeseran antar program lingkup
Kementerian Pertanian Penyesuaian/Perubahan Anggaran dan Kesimpulan/Keputusan
Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian; Pagu Pinjaman Luar
Negeri sebesar Rp8.961.610.000.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, Surat Mentan Nomor : 119/RC.110/M/7/2020 tgl 29 juli,
Penyampaian usulan tambahan anggaran Kementan 2020, serta Surat Menteri
Keuangan Nomor S-182/MK.2/2020 terkait Penetapan SABA 999.08 dari BA BUN untuk
antisipasi kekurangan pangan akibat Covid-19. Dimana Kebutuhan anggaran dalam
rangka peningkatan kapasitas produksi dalam rangka antisipasi resiko terjadinya krisis
pangan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Sebesar Rp221.982.027.900 digunakan

untuk alokasi kegiatan Pengembangan Kawasan Food Estate di Kalteng.

Pada tanggal 22 Agustus 2020, Surat Menkeu nomor S-204/MK.2/2020 tentang

penetapan SABA 999.08 dari BA BUN dimana Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) melalui Program/Kegiatan Padat Karya pada Kementerian Pertanian TA 2020

Sebesar Rp124.216.500.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam belas

juta lima ratus ribu rupiah), dengan peruntukan:

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di 32 Provinsi seluas 50.000 Ha sebesar
Rp59.727.500.000,00;

2) Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) di 33 Provinsi sebanyak 497 unit sebesar
Rp64.489.000.000,00.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, Surat Dirjen PSP No. B-605/RC.110/B/10/2020 tentang

Usulan revisi ke 6 DIPA PSP TA 2020 Kementerian Pertanian dengan rincian perubahan :
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1) Optimalisasi anggaran sisa hasil kontraktual alsintan

2) Pergeseran anggaran Belanja non operasional antar kegiatan antar output dan antar
satker

3) Pembukaan blokir/Catatan Hal. IV DIPA sebesar Rp512.195.000,00, vyaitu:
Pembukaan blokir kegiatan UPLAND sebesar Rp260.950.000,00 yang terdiri dari
pagu PLN sebesar Rp173.000.000,00 dan pagu RM sebesar Rp87.950.000,00 yang
semula diblokir karena adanya efisiensi hasil penelaahan; pembayaran tunggakan
ongkir alsintan tahun 2019 sebesar Rp251.245.000,00

Pada tanggal 13 November 2020, surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian Nomor B-671/RC.110/B/11/2020 terkait Usulan Revisi
ke-7 (tujuh) DIPA Ditjen fPSP TA 2020 Kementerian Pertanian dimana revisi anggaran
berupa pembukaan blokir/Catatan Hal. IV DIPA sebesar Rp1.426.106.000,00 dalam

rangka pembayaran tunggakan ongkir alsintan tahun 2018.

Pada tanggal 22 Desember 2020, surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian Nomor B-820/RC.110/B.1/12/2020 tentang Usulan
Revisi DIPA Ditjen PSP TA 2020 Kementerian Pertanian. Dengan rincian :

1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah

2) Revisi Administrasi

3) Penambahan penerimaan hibah langsung senilai 323.224.000
Sehingga pagu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2,925,064,980,000,-.

Berdasarkan kewenangan penganggaran Direktorat Jenderal PSP terbagi menjadi Dana
Pusat sebesar Rp2,053,127,554,000,- atau sebesar 70,19%, Dana Dekonsentrasi
sebesar Rp 59,399,020,000,- atau sebesar 2,03% dan Dana Tugas Pembantuan sebesar
Rp 812,538,406,000,- atau sebesar 27,78%. Rincian anggaran per Kewenangan

sebagaimana pada tabel 1.
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Tabel 1

¢

Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun

Anggaran 2020 berdasarkan Kewenangan

No Per Kewenangan

% Pagu

1|Kantor Pusat 2,053,127,554,000 | 70.19
2|Dekonsentrasi 59,399,020,000 2.03
3|Tugas Pembantuan| 812,538,406,000 | 27.78

Tot Ditjen PSP 2,925,064,980,000 100

Data Omspan per 22 Januari 2021

Anggaran tersebut terbagi atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian sebesar
18,19%,

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian sebesar 21,94%, Pengelolaan

Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebesar 26,81%,

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP sebesar

13,50%, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida sebesar 11,60%, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

sebesar 7.96%. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2 Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
Anggaran 2020 Berdasarkan Kegiatan

No | Kd Keg Kegiatan Pagu Total % Pagu
1| 1794 |Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian 532,055,767,000 |  18.19

2| 1795 |Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 641,744,006,000 | 21.94

3| 1796 |Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian | 784,148,419,000 |  26.81

41 1797 |Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP 394,749,039,000 |  13.50

5 3993 |Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 339,428,095,000 |  11.60

6| 3994 |Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 232,939,654,000 7.96
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2,925,064,980,000 100

Data Omspan per 22 Januari 2021
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2.1.

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024
disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.
Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2020-2024 telah
mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi Program
dan Anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat

perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun
2020-2024 memuat program/kegiatan untuk mendukung Program Kementerian
Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjien PSP selama
periode 2020-2024. Sesuai dengan Keputusan Dirjen PSP no

20/KPTS/RC.020/B/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020 — 2024 tertuang

visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah
“Prasarana dan Sarana Pertanian Berkualitas dan Berkesinambungan
yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan
luas panen untuk medukung Pertanian yang Maju, Mandiri dan

Modern”.

%»%g.«-r“
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Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya
strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian harus bermuara pada pemanfaatan prasarana dan sarana
pertanian dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas
panen untuk mendukung tercapainya target produksi nasional serta

mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

“Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian
Berkualitas dan Berkesinambungan dalam Memperkuat Struktur
Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian akan fokus dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian
Berkualitas dan Berkesinambungan dalam mendukung terwujudnya
ketahanan pangan sesuai misi Kementerian Pertanian. Hal tersebut
dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produkiif,
mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia tahun 2020-2024.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian tersebut, Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian 2020 — 2024 adalah seperti Gambar 4 berikut :

‘*r;%g.«-r“
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Misi Tujuan Indikator Tujuan
Peningkatan Penyediaan Dimanfaatkannya Alsintan Indeks kepatuhan
Prasarana dan Sarana sesuai standar baku dan pemanfaatan Alsintan
Pertanian Berkualitas dan peruntukannya (berdasarkan standar baku
Berkesinambungan dalam dan petunjuk pemanfaatan
Memperkuat Struktur pada Permentan)

Ekonomi yang Produktif, Meningkatnya lahan Indeks pemenuhan
Mandiri, dan Berdaya pertanian beririgasi dari pengairan lahan pertanian
Saing. berbagai sumber air
Terkendalinya  peredaran Indeks kepaluhan peredaran
pupuk dan pestisida pupuk dan pestisida terhadap
terstandar untuk semua standar kualitas yang berlaku
lahan pertanian
Meningkatnya jumiah Indeks aksesibilitas petani
petani yang mendapatkan terhadap pembiayaan dan
akses pembiayaan dan perlindungan usaha
perlindungan usaha
Tersedianya lahan Indeks ketersediaan lahan
pertanian untuk budidaya pertanian
tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan
dan peternakan
Terwujudnya Reformasi Nilai Reformasi Birokrasi
Birokrasi di  lingkungan Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Prasarana  dan Sarana
Prasarana dan Sarana Peranian berdasarkan
Pertanian penilaian  auditor Kinerja
(Kementerian PAN  RB/

Inspektorat Jenderal)

Gambar 4. Tujuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024
2.1.3.2. Sasaran

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program
dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang
mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran
program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan
penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dan hasil

pendelegasian kinerja dari sasaran strategis

Kementerian Pertanian. Seperti pada gambar 5 berikut :

&’ﬁ#fq&
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Gambar 5. Peta Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang disusun
menggunakan Balanced Scorecard di atas, kontribusi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 5 “Tersedianya
Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan”. Sasaran
strategis ini berada pada internal process perspective yang berkontribusi
dalam mencapai Sasaran Strategis 1, 2, dan 3 pada customer perspective.
Dengan kata lain, output Kementerian Pertanian berupa pemenuhan
kebutuhan pangan strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya
saing komoditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan
keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya
prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Sasaran program

¥
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Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat digambarblan
pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian tahun 2020-2024.

Sasaran R Satuan  Capaian Target

Program ' 2019 5p20 2021 2022 2023 2024
1. Tersedmanya 1. Tingkat % 50,43 51,19 51,78 5242 53,07

Prasnmana Pemenuban

dan  Sorana Prasarana

Pertaaian 2. Tingkat

yang Sesua Kamonfntan % 81,62 81,58 81,58 81,58 81,58

Kebntuban Sarana Pertanian

1. Persentase Laban % 50 65 80 90 100

Baku Sawah yang
Ditetapkan

Schagui Lahan
Pertamuan  Pangan

Beskelanjutan
(LP2B)
2. Terwuudoya 4. Nilat PMPRB  Nilai 34,81 3483 3488 3453 3498
Birokmsi Dircktorat
Direktomt Jenderal Prasarana
Jenderal dins Sarang
Prasprana Pertansan

dan  Somna 5
Pertumian =z
vang Efckuf,
Efisien  dan

Tingkat Kepuasan
Unit  Eselop 1
teknis di lingkup

Kementerian ilai 4
Betorientasi Pertanian terhadap h A0 230 4 435 80
p“d‘" Inyanan prasacany
:;‘l"i-:l‘::'m dan sarana
pertanian yang
dibenkan
3. Terkelolapya 6. Nilu Kiperia.  Nilai 81 82 83 84 85
Anggaran Anggaxnn &
Direkton Dhrektozat {0-100)
Jenderml Jenderal Prasarans
Prasaana dan Sarana
dan.  Sarana Pertaman
Pertaman
vang
Akuntatsel
dan

Berkualitas

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga)
Sasaran Program (SP) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program
(IKSP), meliputi :

e SP. 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai

Kebutuhan.

Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional,
diperlukan prasarana dan sarana yang tepat dan sesuai kebutuhan.

Prasarana yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan

,p),#,,«g
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usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk
pertanian. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian diharapkan
dapat membantu pengembangan usaha serta mendorong keberlanjutan
usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan melalui jaringan irigasi
tersier untuk mendukung budidaya pertanian. Ketersediaan lahan
pertanian merupakan salah satu unsur dasar budidaya pertanian.
Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui pembukaan lahan
baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah
bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan.
Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat
dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk
meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi
distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen.
Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk

non-subsidi. Pupuk yang dimaksud.

Termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida
merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami.
Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat
membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk
meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang
dimaksud meliputi alsintan pra-panen subsektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Capaian SP.1 ini diukur

melalui 2 (dua) indikator, yaitu:
o IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana.
o IKSP 2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian.

o IKSP 3. Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai

lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B).
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SP.2 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada

layanan prima.

Terdapat dua poin yang menjadi sorotan yaitu birokrasi yang profesional
dan berorientasi pelayanan. Birokrasi yang profesional tercermin dari
implemetasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya
diukur melalui indikator IKSP 4. “Nilai PMPRB Nilai Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”. Berorientasi pelayanan
capaiannya diukur melalui indikator IKSP 5. “Tingkat kepuasan unit
Eselon | teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan

prasarana dan sarana pertanian yang diberikan”.

SP.3 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel.
Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output
dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan.
Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang
dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain
terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui
indikator IKSP 6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 (RPJPN 2005 — 2025) yang menjadi
acuan penyelenggaraan pembangunan untuk Presiden beserta perangkat
aparatur negara. Untuk mencapai tujuan akhir RPJPN 2005 — 2025, disusun
roadmap 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Jangka Menengah

Al
e,

20

AT
4




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 \\ :
— e O e — i

Nasional yang selaras dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tema
pembangunan jangka menengah 2020-2024 vyaitu “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.” Seperti yang tertuang dalam RPJMN
2020- 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024
seperti pada Gambar 6.

Merrperiuat Stabsilas s Mermperioat Ketaharnan Eonoes
Potaharis can Tramfomas I a Urlue Perturmutan yang
Feapanmn Aute e 3 ol | Sertuaitasden Berhenst

J

Merrbangue Lisglungan Mdup

G Terwujudnys Indonesa Maju yarg Uengembanghan Vilayan umhab
)
;","""""'!""‘;"’ e & ‘ Deettaulat, Manditt dan ‘ tlll | Meogarmg Kseyangen san
danPendenan
WCINA, denee ¥ Borheprbatian Hertandastae Gatuny | Venjann Perentann
y.

Hoyongy

Merrperhust st iy usiih e . ] Maringbatan Surbec Oaya
Menausng Pengembangan - 34 L Marvasinyasg Esthusbim den
Bhonars dan Petayanan Das Gostaya Sang

.

Aot Veortn gm
Patebarguran Kebudey s

Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 — 2024.

Berdasarkan Gambar 6, agenda pembangunan meliputi: (i) memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(i) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v)
memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (vii) memperkuat stabilitas
politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan
publik. Ketujuh agenda pembangunan selanjutnya disebut sebagai Prioritas
Nasional. Setiap Prioritas Nasional terdiri dari beberapa Program Prioritas.
Setiap Program Prioritas terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas.
Masingmasing Kegiatan Prioritas kemudian didelegasikan kepada
Kementerian/Lembaga untuk diseksekusi dan dilaporkan capaian
kinerjanya. Seperti pada gambar 7.
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Partuenbuhan dan Alr untuk Mendukung Pertumbuhan
Dusya Salng Ehonomd Ekooami
e w[,m -.“; :',‘;mh Peningkatan Ketersadi Akves dan
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Negorl
PEMGUATAN KETAMAMAN EROMOMS
Peningkistan Nilai Tanbiah ey oy Poningkatan
Laqarsgan Keria dan Investasi di Pengelolaan Kematitiman

dan Kedautan

Sektor Fll, dan industrialisas w

Fenguatan Kevarausahaan dan Usaha Mikro,
Kecdl dan Menengah (UMEM)

Gambar 7. Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam
mendukung PN 1 “Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas.” Terdapat 8 (delapan) Program Prioritas yang
mendukung Prioritas Nasional 1. Sektor Pertanian berkontribusi terhadap
Program Prioritas 3 “Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan” dan Program Prioritas 6 “Peningkatan Nilai tambah
Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi”.
Selanjutnya, masing-masing Program Prioritas dijabarkan lebih detail
menjadi Kegiatan Prioritas sebagai berikut.
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Gambar 8. Program prioritas peningkatan ketersediaan, Akses dan Kualitas
konsumsi pangan

Berdasarkan Gambar 8, Program Prioritas 3 (tiga), diterjemahkan menjadi
5 (lima) Kegiatan Prioritas. Pertama, Peningkatan kualitas konsumsi,
keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Kedua, Peningkatan
ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara
berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan
pokok.

Ketiga, peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia
(SDM) pertanian dan kepastian pasar. Keempat, menjaga keberlanjutan
produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan
iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi. Kelima,
peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Kerangka strategis sektor
pangan Indonesia memiliki tujuan akhir Kedaulatan Pangan Nasional
dimana kedaulatan bermakna “hak negara dan bangsa yang secara
mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas
pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat
untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal.” Setidaknya terdapat 4 (empat) pilar yang mendukung
tercapainya tujuan akhir tersebut seperti pada Gambar 9.
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KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

Ptlar 2 Pilar 3 Pilar 4

Ketersediaan Kesejahteraan Keberlanjutan
bahan pangan dan sumberdaya
produktifitas pertanian
SDM pertanian

Kebijakan RPIMN terkait isu strategis pada 4 pilar pangan

Gambar 9. Kerangka Strategis Kedaulatan Pangan Nasional

Berdasarkan Gambar 9, kerangka strategis dalam mencapai kedaulatan
pangan, setidaknya didukung oleh (i) pemenuhan kebutuhan pangan dan
gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, aman dan beragam; (ii)
penyediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri; (iii)
peningkatan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian; dan (iv)
menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung sumber daya
pertanian. Kebijakan tersebut sangat dipengaruhi isu strategis yang
berkembang selama penyelenggaraan pertanian nasional dan dipengaruhi
oleh kebijakan RPJMN 2020 — 2024 terkait isu strategis pada 4 (empat) pilar
kedaulatan pangan sebagai berikut.

Gambar 10. Isu strategis 4 (empat) Pilar kedaulatan pangan.
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2.1.5.

Berdasarkan Gambar 10, masing-masing dari pilar pertanian memiliki isu-
Isu strategis yang dapat menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan
dan strategi pertanian nasional. Sektor pertanian Indonesia
diselenggarakan secara kolektif oleh setiap pemangku kepentingan untuk
memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan ekspor beberapa komoditas
unggulan. Pemerintah turut berperan dalam penyelenggaran sektor
pertanian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian merupakan
penerjemahan dari RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Amanat RPJMN
2020-2024, Kementerian Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan PP 3
“‘Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan” dan PP
6 “Peningkatan Nilai tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil
dan Industrialisasi”. Oleh karena itu, dalam perumusan arah kebijakan dan
strategi di tingkat Kementerian Pertanian hingga perumusan kegiatan,
terkait dengan capaian 2 (dua) program prioritas tersebut. Hingga saat ini,
Kementerian Pertanian memiliki 5 (lima) arah kebijakan dan masing-masing

strategi yang melekat pada arah kebijakan tersebut.
Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan
melalui strategi :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis;

2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;

3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;

4. Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan;
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5. Perlindungan Tanaman dari Objek Pengganggu Tanaman (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim (DPI);

Memperpendek rantai pasok;

Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik pertanian; dan

© © N ©

Inovasi pertanian bio-industri.

Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian
untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian,
pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai
tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing
pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan
peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas
pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya
peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi :
Peningkatan pemasaran dan investasi;

Penerapan standarisasi dan mutu hasil;

Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan;

Peningkatan nilai tambah produk pertanian;

Penguatan sistem perkarantinaan;

Digitalisasi & percepatan perijinan; dan

N o g M wDdhdPRE

Pengembangan industrik pertanian berbasis kawasan

Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan
tersedianya prasarana dan sarana pertanian

Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di
implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian.
Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan
kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan
memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan
pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh
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ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar
infrastuktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan,
serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler
dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya
menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga
ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui
strategi :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;

Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan;
Pengembangan mekanisasi pertanian;

Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian;

a b~ w0

Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk
dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan

6. Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.

Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
pertanian

Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama
penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM
pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi :

Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;

Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian;
Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional;

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan

o gk w0 NP

Penguatan kelembagaan petani.
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Arah kebijakan 5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola ol
pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 — 2024 bertema “Pemerintahan
Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di
Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan
tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari
Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif,
efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi:
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

2.1.6. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderan Prasarana dan

Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon |
Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan
dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu “Menjaga keberlanjutan
sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana
pertanian”. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 — 2024)
dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.
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Berdasarkan Gambar 11, pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian
akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen
pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian.
Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan
Sumber Daya Pertanian membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana
pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk
dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan
perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan
usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diteriemahkan menjadi arah
kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses

Lahan Pertanian l Perr bl.‘lyl.lll dan F:rlmdul\g.m Usaha Pertanian
m
N

| Strategi 1: Memastikan ketersediaan lahan ( .
\ pertanian secara berkesinambungan untuk lahan <0+ Strategl 4: Mendorong pemanfaatan akses
\, pembiayaan dan perfindungan usaha pertanian
-

NP pertanian tanaman pangan, hortikulturs, =
perkebunan dan peternakan

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi Arah Kebijakan 5: Pemanfaatan Alsintan untuk

pertanian secara efektif dan efisien Pembangunan Pertanian Berbasis Kewilayahan
Strategl 2: Modernisasi dan rehabilitasi jaringan & Strategl 5: Meningkatkan pemanfaatan Alsintan
irigasi pertanian untuk memastikan seluruh berkualitas secara merata

lahan pertanian beririgasi

Arah kebijakan 3: Penyediaan Pupuk dan Arah kebijakan 6: Pelaksanaan RB Ditjen PSP
’ | Pestisida untuk Meningkatkan Produktivitas _j sesuai road map RB Kementerian Pertanian
\/ *.. Pertanian (_: . Strategi 6: Melaksanakan 8 (delapan) area
Strategi 3: Distribusl pupuk dan pestisida , perubahan Reformasi Birokrasi sesual wewenang
' terstandar berdasarkan prioritas ~— Ditien PSP

Gambar 12. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan
keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan. hortikultura,
perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan pertanian dapat dilakukan
dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan
baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat
mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang
dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek
penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah
kebijakan “Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian” dilakukan
dengan strategi “Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara

29
%»%g.«-r“




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 "i,_.
— e O T —
I{
-

berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan.”

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif
dan efisien

Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen
dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional.
Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam
pra-panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi
jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan
jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti
melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai
metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada.
Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas
tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Arah kebijakan “Penyediaan jaringan irigasi pertanian
secara efektif dan efisien” dilakukan dengan strategi “Modernisasi dan
rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan
pertanian beririgasi”.

Arah Kkebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk
meningkatkan produktivitas pertanian

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi
komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi
2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan
pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk
membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya
mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2
(dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida
diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap
luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan,
namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi,
kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan
“Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas
pertanian” dilakukan dengan strategi “Distribusi pupuk dan pestisida
terstandar berdasarkan prioritas”
o,
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Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan
usaha pertanian

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu
faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian.
Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan
modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian.
Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN
melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian
berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha
pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Arah kebijakan
“Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”
dilakukan dengan strategi “Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan
dan perlindungan usaha pertanian”

Arah kebijakan 5. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk
pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi
yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen
membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertaninan memiliki tanggung jawab dalam
penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan
alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/lUPJA. Fokus pada
pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat
digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok
tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian
nasional. Arah kebijakan “Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk
pembangunan pertanian berbasis kewilayahan” dilakukan dengan
strategi “Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara
merata”

Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertaninan merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional (RBN).

flV
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2.1.7.

Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaninan
terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku
tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I
Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area
perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan
akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana,
area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan
peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan
publik. Arah kebijakan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dilakukan dengan strategi
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian” Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah
kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen PSP juga
memberikan perhatian khusus pada daerah - daerah tertentu (kegiatan
tematik APBN), antara lain : daerah perbatasan/daerah terluar, daerah
tertinggal, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertaninan merepresentasikan pengelolaan prasana dan sarana pertanian
di lingkup Kementerian Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok
meliputi Value Proportitions, Customer Segments, Customer Relationship,
Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure,
dan Revenue Stream. Berikut adalah BMC Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertaninan.
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Gambar 13 : Busines model canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Blok value proposition, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan
sesuai segmen yang tergambar pada customer segment melalui channels
yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana
pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan
prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima
layanan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara
garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan
eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal
Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2)
Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan
dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun;
(7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian
khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama vyaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua
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yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan
berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari
internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana
dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada
seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa
penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani,
pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut
diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui
bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar.
Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu
layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan
irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan
perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan
pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik
dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer
relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian,
serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana
pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui channels yang dipilih dapat
dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada blok key activity.
Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar
pada key resources, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok cost
structure dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok key
partners.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi

menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii)

perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii)

pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan

layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan

pertanian. Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat
e,
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Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya
utama vyaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN)
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (i) prasarana dan
sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan
koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan
pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga
penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga
keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema
pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Public Private
Partnership (PPP).

2.1.8. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka
regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam
lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup
aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan

pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan
arah kebijakan Kementerian Pertanian diantaranya :

1. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. RPerpres tentang Asuransi Pertanian;

3. RPerpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
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4. RPermentan tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan’

5. RPermentan tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

2.1.9. Kerangka Kelembagaan

Sesuai prinsip structure follow strategy, kerangka kelembagaan
menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang
diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang
diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta
pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai
kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan
penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk mengakomodir
eksekusi strategi. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi
lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian
berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal
yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan.
Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan
optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan

perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.

2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan
yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air
untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air
permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana
konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim.
Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi
pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian.
Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan peyediaan sarana air irigasi

terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
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3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha
pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan pemberian akses
kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Askses
pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun

nonperbankan.

4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang
dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk dan non subsidi. Lingkup
pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan
yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan

pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.

5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan
alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan
penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta

pemanfaatan alsintan.

Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan
untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga
keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang
konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang

mendukung perawatan tersebut.

6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong
penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Yang termasuk
didalam dukungan manajerial meliputi penyelenggaraan akuntabiltas,
dukungan administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian.

Desain organisasi yang dimaksud tercermin dalam Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dapat dilihat
pada Gambar 14.
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DIRECTORRT ENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
FUNTANIAM
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D';A.. ,m,.‘;u:.:,\f DIREATOAAT PEMIIATAAN DIREXTORAT PUTLS DAN DRDKTONRAT ALAT DAN
LAHAN FERTAMIAN PESTISOA MIESiN FERTANIAN

Gambar 14 : Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana pertanian

Berdasarkan Gambar 14 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian membawahi 6 (enam) unit kerja setingkat eselon Il yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 16 (enam belas) unit kerja
yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon Ill dan 12 (dua

belas) unit kerja setingkat Eselon IV.

2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya dibantu oleh 13 (tiga belas) unit kerja yang terdiri dari 4
(empat) unit kerja setingkat Eselon Il dan 9 (Sembilan) unit kerja
setingkat eselon IV termasuk subbagian Tata Usaha yang menjalankan
fungsi layanan internal Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

3. Direktorat Irigasi Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja yang terdiri dari 3 (tiga) unit kerja
setingkat Eselon 11l dan 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon IV termasuk
Subbagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi internal Direktorat

Irigasi Pertanian.

4. Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja yang terdiri dari 3 (tiga)
e,
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unti kerja setingkat Eselon 11l dan 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon TV
termasuk Subbagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi layanan

internal Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5. Direktorat Pupuk dan Pestisida dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
dibantu oleh 13 (tiga belas) unit kerja yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja
setingkat Eselon Il dan 9 unit kerja setingkat Eselon IV termasuk
Subbagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi layanan internal

Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya dibantu oleh 10 (sepuluh) unit kerja yang terdiri dari 3 (tiga)
unit kerja setingkat Eselon 11l dan 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon IV
termasuk Subbagian Tata Usaha yang menjalankan fungsi layanan

internal Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2.2.1. Target Kinerja Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Target kinerja berisikan penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan
dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis,
indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Target kinerja merupakan
standar kinerja yang disepakati bersama dan akan dicapai oleh organisasi pada
periode tertentu. Target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian digambarkan dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang
menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran program organisasi. Terdapat 5 (lima)
IKSP yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 4. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 — 2024
(perbaiki)

Indikator Kinerja Target

Sasaran Program Satuan

Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
indeks ketersediaan % 62,55 63,10 63,56 64,05 64,55
prasarana pertanian
yang sesuai
peruntukkan

indeks ketersediaan % 77,92 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 77,92
sarana pertanian yang
sesuai peruntukkan
Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana Nilai Remormasi Nilai 22,44 22,54 22,64 22,74 22,84
dan Sarana Pertanian yang efektif dan Birokrasi Direktorat
Efisien Jenderal Prasarana dan

=

Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian yang Sesuai Kebutuhan

N

w

Sarana Pertanian
Tingkat Kepuasan unit
Eselon | teknis di Skala
linkup Direktorat Likert (1-| 3,30 3,30 3,34 3,35 3,50
Jenderal Prasaana dan 4)
sarana Pertanian
Pengelolaan Anggaran Direktorat Nilai Kinerja Anggaran Nilai 81 82 83 84 85
Jenderal Prasarana dan Sarana yang Direktorat Jenderal
Akuntabel dan Berkualitas Prasarana dan Sarana
Pertanian

N
IN

w
w

Berdasarkan Tabel 4 di atas, target kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana dipetakan kedalam 3 (tiga) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur
melalui 5 (lima) IKSP. Masing-masing IKSP kemudian dipertajam melalui
dokumen manual IKSP untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi makna
IKSP. Adapun penjelasan singkat IKSP akan dapat dilihat sebagai berikut:

1. SP. 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai

Kebutuhan.

Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional,
diperlukan prasarana dan sarana yang tepat dan sesuai kebutuhan. Prasarana
yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian,
air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Pembiayaan dan
perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat membantu pengembangan
usaha serta mendorong keberlanjutan usaha pertanian. Air untuk pertanian
disalurkan melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya
pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu unsur dasar

budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui

Al
e

40

TRINGT
-




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 \'i,_.
— e O T — (
-

pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya
adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi
lahan. Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat
dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan
indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida
diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk
didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang

dimaksud.

Termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan
gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu,
pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani,
kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas
komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-
panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Capaian SP.1 ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

o IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana.
o IKSP 2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian.

o IKSP 3. Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan

Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B).

2. SP.2 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada layanan prima.

Terdapat dua poin yang menjadi sorotan yaitu birokrasi yang profesional dan
berorientasi pelayanan. Birokrasi yang profesional tercermin dari implemetasi
area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya diukur melalui indikator.

o IKSP 4. “Nilai PMPRB Nilai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian”.
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o IKSP 5. “Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian
Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang

diberikan”.

3. SP.3 Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel
yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output dan outcome
yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan
anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran.
Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian diukur melalui indikator :

o IKSP 6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.

2.2.2. Kerangka Pendanan

Subbab ini  menjelaskan mengenai  kebutuhan pendanaan dalam
menyelenggarakan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran
Kegiatan. Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan pada periode 2020-
2024 diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik
yang bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)
serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Selanjutnya, perhitungan nilai
anggaran Prakiraan Maju selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Program / Kegiatan Alokasi (Milyar Rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024

Program Penyediaan dan 3.253,90 3.731,49 3.843,43 3.958,74  4.077,50
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian 543,40 634,35 653,38 672,99 693,17
Perluasan dan Perlindungan Lahan 800,23 932,87 960,86 989,68 1.019,37
Pertanian
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan 99385 1.156,76 119146 122721 1.264,02
Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Dukungan Manajemen dan Dukungan 400,84 447,78 461,21 475,05 489,30
Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 276,56 298,52 307,47 316,70 326,20
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 239,01 261,20 269,04 277,11 285,42

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang
mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi
dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

sebagaimana pada Gambar 15 berikut :
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya Prasarana dan 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian % 50,43
Sarana Pertanian yang Sesual
Kebutuhan
2. Tingkat kemanfaatan sarana pertanian % 81,62
3. Persentase lahan baku sawah yang % 50
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
2 Terwujudnya Birokrasi 4. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana | Nilai 34,81
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dan Sarana Pertanian yang
Efektif, Efisien dan
Berorientasi pada Layanan
Prima
5. Tingkat kepuasan unit Eselon | teknis di Skala 3,30
lingkup Kementerian Pertanian terhadap likert
layanan prasarana dan sarana pertanian 1-4
yang diberikan
3 Terkelolanya Anggaran 6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Nilai B1
Direktorat Jenderal Prasarana Prasarana dan Sarana Pertanian (0-100)
dan Sarana Pertanian yang
Akuntabel dan Berkualitas
KEGIATAN ANGGARAN
1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Rp. 532.055.767.000
2. Periuasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp. 641.744.006.000
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Rp. 783.722.411.000
Mesin Pertanian
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Rp. 339.428.095.000
p. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp. 232.939.654.000
6. Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Ditien  Rp. 394.749.039.000

Prasarana dan Sarana Pertanian

Jakarta, Desember 2020

Menteri Pertanian Direktur Jenderal Prasarana
dan na Pertanian

Syahrul Yasiat1mpo y

Gambar 15. Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun 2020 (Revisi)
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Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal

PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam Lampiran 3.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga) sasaran

program (SP) yang capaiannya diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran

program (IKSP) sebagai berikut.

1) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian;

2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian;

3) Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
Berkelanjutan (LP2B);

4) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

5) Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap
layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan;

6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
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3.1.

BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
2020

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Ditjen Prasarana dan
Sarana Pertanian tahun 2020 menggunakan metode scoring, Yyang
mengelompokan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil
(capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-
79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah

ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun
2020 untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Program yaitu 1) Tersedianya Prasarana
dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan; 2). Terwujudnya Birokrasi
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan
berorientasi pada layanan prima; 3).Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran Program tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai
kebutuhan dicapai melalui indikator kinerja : 1) Tingkat Pemenuhan Prasarana
Pertanian; 2) Tingkat kemanfaatan sarana pertanian.

Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima
melalui indikator kinerja sasaran dicapai melalui : 1) Nilai PMPRB Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 2) Tingkat kepuasan unit eselon |
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teknis di lingkup kementerian pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana
pertanian yang diberikan.

Sasaran Program Terkelolanya anggaran Direkorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dicapai melalui indikator kinerja :

Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pencapaian kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020 disajikan

pada Tabel berikut :

Tabel 6.  Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2020

Target Realisasi  Capaian Kinerja
2020 2020 2020

1 |Tersedianya prasarana dan 1 |Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 5043 | % | 53.60 | % 106.29] % | Sangat Berhasil
sarana pertanian yang sesuai
kebutuhan

No. Sasaran Program Indikator Kinerja

Katagori

~

Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian 8162 | % | 9209 | % 112.83| % | Sangat Berhasil

Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan | 50.00 | % | 50.00 | % 100,00 % Berhasil
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)

2 {Terwujudnya Birokrasi Direktorat | 4 |Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan | 34.81 |Nilai| 34.81 |Nilai|  100.00{ % Berhasil
Jenderal Prasarana dan Sarana Sarana Pertanian
Pertanian yang efektif dan efisien
dan Berorientasi pada layanan
prima

w

(8, ]

Tingkat kepuasan Unit Eselon I teknis di 330 |Nilai|  3.18| Nilai 96.36| % Berhasil
lingkup Kementerian Pertanian terhadap
layanan prasarana dan sarana pertanian yang
diberikan

3 |Terkelolanya Anggaran Direktorat | 6 |Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal 81.00 |Nilai| 84.97 [Nilai| 10490 % | Sangat Berhasil
Jenderal Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Pertanian.
Pertanian yang Akuntabel dan
Berkualitas

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian telah memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan. Hal

ini dapat dicermati dari masing-masing indikator kinerja yang berhasil dicapai.

Pada tahun 2020 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini
menunjukan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program

prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.
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3.1.1 Capaian Sasaran Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang

sesuai kebutuhan.

Tersedianya infrastruktur pertanian menjadi faktor yang sangat penting dalam
mewujudkan kedaulatan pangan, karena dengan infrastruktur yang memadai,
pencapaian produktivitas dan dan produksi semakin optimal. Capaian kinerja ini
melalui indikator kinerja 1). Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian, 2). Tingkat
Kemanfaatan Sarana Pertanian, 3). Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun capaian secara

detail masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut :
1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian

Melihat hasil perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian, Berdasarkan
Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian

Berkelanjutan:
* Prasarana yang dimaksud adalah prasarana budi daya pertanian;

» Prasarana budi daya pertanian yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang

utama dan pendukung bagi budi daya pertanian;

* Prasarana budi daya pertanian terdiri dari lahan; jaringan irigasi dan/atau

drainase; akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.
Sumber data untuk tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari :

» ldentifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha

pertanian (a)
» ldentifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (b)

» ldentifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (c)
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Dengan rumus perhitungan :

<a+b+c

: )x1oo%

Dengan hasil capaian Indikator Tingkat pemenuhan pembiayaan dan
perlindungan usaha pertanian capaiannya 60.97% dari target 52.07% atau
117%. Capaian indikator Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian
tercapai 32.31% dari target 31.68% atau 101.99%. Dan capaian Tingkat
pemenuhan ketersediaan lahan pertanian sebesar 67.53% dari target 67.53%

atau 100%. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator tingkat pemenuhan prasarana
pertanian tahun 2020

No IKSP feget] Realisasi| % Capaian Keterangan
Tahun
Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian 53600 319
1 {Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian| 5207% | 6097 117.09  |Dit. Pembiayaan
2 |Tingkat pemenuhan pengairan [ahan pertanian 368% | 3231 10199  |Dit. Irrigasi Pertanian
3 |Tingkat pemenuhan ketersediaan [ahan pertanian 6753% | 6753 10000 |Dit.Perl & Perlind Lahan

1.1. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha

Pertanian.

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya akses pembiayaan dan
perlindungan usaha pertanian” dengan indikator "Tingkat pemenuhan
pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian"”, disimpulkan sangat berhasil
yaitu dari target 52.07%, tercapai 60,97% atau sebesar 117,09%. Capaian ini
diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, sebagai
berikut :
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Tabel 8 . Capaian Indikator Kinerja Aktivitas kegiatan Direktorat Pembiayaan

Pertanian
Level Indikator Satuan Target Capaian
1 Tingkat peme'nuhan pembiayaan dan perlindungan % 52.07 60,97

usaha pertanian

a Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan Pelaku usaha 1,735
akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi
pembiayaan

b Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan Pelaku usaha 150
akses permodalan dari private sector

c Total pelaku usaha pertanian Pelaku usaha 1,600

l. PELAKU USAHA Pelaku usaha 1.178

d Jumlah luas lahan pertanian yang terlindungi asuransi  |Ha 1,000,000
pertanian

e Total luas lahan pertanian Ha 14,927,896

. LUAS LAHAN PERTANIAN HA 0.0335

f Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian Ekor 120,000

g Total ternak Ekor 7,679,264

1ll. [TOTAL TERNAK 0.0078

Dari tabel 8 tersebut capaian diperoleh dari rata-rata Pelaku usaha (1.178), Luas
lahan yang terlindungi (0.0335 Ha) dan ternak yang terlindungi (0.0078), sehingga
diperoleh prosentasi 60.97%.

A. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses

pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan;

Untuk mendukung capaian kinerja seperti pada tabel diatas dilaksanakan
kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian melalui kredit program yaitu Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan sumber pembiayaan pertanian lainnya (kredit non
program). Melalui alokasi anggaran TA. 2020 untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan kredit program dan fasilitasi pembiayaan telah terealisasi anggaran
senilai Rp8.047.398.770,00 (98,06%) dari pagu senilai Rp8.206.447.000,00.

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang
mendampingi petani/kelompoktani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk
bisa akses pelayanan perbankan/lembaga keuangan. FPPS ini menjadi salah

satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

flV
50
TN
7




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 \'i,_.
— e O T — (
-

cq Direktorat Pembiayaan Pertanian sejak tahun 2017 dengan maksud untuk
mengembangkan model pendampingan oleh tenaga FPPS yang berasal dari
PMT PUAP yang tercantum dalam SK Dirjen PSP No. 03/2016 tentang
Penetapan Penyelia Mitra Tani Kementerian Pertanian TA 2016. Untuk
pelaksanaan kegiatan FPPS tahun 2020, dialokasikan anggaran sebagai
berikut :

7) Anggaran di pusat senilai Rp2.627 .300.000,00, dari target tersebut telah
terealisasi anggaran senilai Rp2.565.070.763,00 (97,63%);

8) Anggaran Dekonsentrasi di Propinsi senilai Rp3.223.640.000,00, dari
target tersebut telah terealisasi anggaran senilai Rp3.065.646.159,00
(95,10%);

9) Anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten senilai
Rp30.955.350.000,00, dari target tersebut telah terealisasi anggaran
senilai Rp27.495.908.705,00 (88,82%).

(Ket: sumber data realisasi Dekon dan TP : MPO dan Omspan, Ditjen PSP

TA. 2020)

Dari alokasi anggaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan FPPS, sebagai

berikut :

1) Penyusunan Pedoman Teknis Fasilitasi Pembiayaan;

Pedoman teknis fasilitasi pembiayaan disusun dengan tujuan Sebagai
acuan bagi FPPS dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan
petani kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan sebagai
acuan bagi petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas
Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawalan
terhadap FPPS.

2) FGD dalam rangka pelaksanaan kegiatan FPPS Kegiatan ini ditujukan
untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan FPPS semester 1 dan 2, sehingga
kegiatan ini dapat terevaluasi pelaksanaannya dan menindaklanjuti hal-
hal yang menjadi catatan. Adapun pelaksanaannya di tahun 2020 ini
adalah di Sukabumi dan Bogar Propinsi Jawa Barat.
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3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS Koordinasi ini dilaksané{lan il
dalam rangka pembinaan, penyamaan persepsi atau sinergi pelaksanaan
kegiatan FPPS antara pusat dan daerah. Pada TA. 2020, koordinasi
dilaksanakan di 32 propinsi.

4) Pelaksanaan Temu Usaha Akselerasi Penerima Manfaat KUR (temu

pembiayaan).

Temu usaha akselerasi penerima manfaat

KUR ditujukan untuk memfasilitasi

- all
: e ~:{- 4}
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. e ’3\ 78 pertemuan antara FPPS dengan para
. T

tani/kel ktani/ kt d
1..@54’ petani/kelompoktani/gapoktan an

N s

S menghadirkan petugas dinas
Propinsi/Kabupaten/Kota serta perbankan. Dari hasil temu usaha ini akan
terjaring petani/kelompoktani/gapoktan yang berpotensi sebagai calon
nasabah KUR. Pada TA. 2020 ini telah terlaksana temu usaha akselerasi
penerima manfaat KUR di 32 propinsi.

Capaian dan Kontribusi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dari kredit
program melalui kegiatan FPPS. Dari pelaksanaan kegiatan FPPS di
lapangan, telah tercapai akselerasi penyaluran KUR di 11 propinsi
dengan pelaku usaha pertanian binaan yang akses kredit program melalui
KUR sebanyak 1.508 pelaku usaha dari target 1.250 pelaku usaha
(120,64%). Adapun total kredit yang dicairkan  senilai
Rp143,588,246,446,- sebagai berikut :
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Tabel 9. Capaian jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendéﬁt
pembiayaan dari kredit Program melalui FPPS.

JUMLAH JUMLAH KREDIT

NO PROVINSI DEBITUR (Rp)
1 | ACEH 92 4,279,200,000
2 | SUMATERA UTARA 206 30,648,002,896
3 | SUMATERA BARAT 265 7,836,000,000
4 | RIAU 21 2,345,000,000
5 | JAWA BARAT 68 8,845,612,250
6 | JAWATENGAH 287 36,248,941,300
7 | JAWATIMUR 207 11,952,305,000
8 | KALIMANTAN SELATAN 83 8,291,750,000
9 | SULAWESI SELATAN 165 30,607,500,000
10 | NUSA TENGGARA BARAT 48 983,935,000
11 | MALUKU 66 1,550,000,000
Total 1.508 143,588,246,446

Pelaksanaan kegiatan FPPS ini memberikan kontribusi terhadap
percepatan penyaluran KUR sektor pertanian kepada 1.508 pelaku usaha
tani binaan sehingga membantu penyedian modal bagi usaha tani.
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan FPPS antara lain:

o FPPS belum tersosialisasi secara menyeluruh dan belum dipahami
baik oleh petugas Dinas di Propinsi / Kabupaten /Kota, petani /
kelompoktani / gapoktan dan perbankan setempat.

o FPPS belum tersosialisasi secara menyeluruh dan belum dipahami
baik oleh petugas Dinas di Propinsi / Kabupaten / Kota, petani /

kelompoktani / gapoktan dan perbankan setempat.

o Tenaga FPPS sebagian belum aktif menjalankan tugasnya.

B. Persentase Pertumbuhan Lembaga Pembiayaan;
Jumlah persentase pertumbuhan lembaga pembiayaan dari target 0,70%
telah tercapai 0,87% (124,29%), dengan rincian seperti tabel berikut :

J—’#A&.
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Tabel 10. Sasaran indikator Persentase pertumbuhan lembaga pembiayaan

[“Kode | IKA Sasaran indikator Kinerja | Target | Realisa % Kategorl
__SK Keglatan sl___| Capalan .
SKO1 1 Meningkatnya | Al Persentase 049% | 067% | 136,73% Sangat

akses pertumbuhan Berhasil

pembiayaan lembage

dan pembiayaan

perlindungan

usaha

pertanian

[Kode | IKA | Sasaran indikator Kinerja | Target | Realisa | % Kategorl |

SK : n . sl g%
Jumiah LKMA baru | 35unit | 48unkt | 137,14 m
Jumiah Koperasi 20unit | 20unit | 100% Berhasil

Pertanian baru

Untuk pelaksanaan pemberdayaan serta penumbuhan LKM-A dan Koperasi

Pertanian tahun 2020, dialokasikan anggaran sebagai berikut :

o Anggaran di pusat senilai Rp1.818.655.000,00 dari target tersebut, telah
terealisasi anggaran senilai Rp. 1.788.046.404,00 (98,32%),

o Anggaran Dekonsentrasi di 11 Provinsi senilai Rp1.307.800.000,00 dari
target tersebut, telah terealisasi anggaran senilai Rp1.265.047.775,00
(96,73%)

(Ket: sumber data realisasi Dekon dan TP : MPO dan Omspan, Ditjen PSP

TA. 2020).

C. Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses
permodalan dari Private Sector;

Pada tahun 2020 tercapai jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang
mendapat pembiayaan dari private sector sejumlah 150 pelaku usaha dari
target 150 pelaku usaha (100%).

Untuk pencapaian jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses
permodalan dari private sector ini dilaksanakan melalui fasilitasi
pemberdayaan permodalan baik dari PKBL-BUMN dan Perusahaan Swasta.
Fasilitasi Pemberdayaan permodalan yang telah dilaksanakan pada TA. 2020,
yaitu :

1. PT. Petrokimia Gresik sebanyak 49 orang pelaku usaha dengan Nilai

Rp6.845.250.000,-
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2. PT. Kujang Karawang sebanyak 20 orang pelaku usaha dengan Nilai
Rp2.853.000.000,-

3. PT. Pertamina sebanyak 23 orang pelaku usaha dengan Nilai
Rp1.470.000.000,-

4. PT. Jasindo sebanyak 55 orang pelaku usaha dengan Nilai
Rp1.975.000.000,-

5. PT. Adhikarya sebanyak 3 orang pelaku usaha dengan Nilai
Rp150.000.000,-

Capaian tahun 2019 sebanyak 51 (127,50%) pelaku usaha dari target 40

pelaku usaha dan capaian tahun 2020 sebanyak 150 pelaku usaha. Apabila

dilihat dari target pada tahun 2019, nilai capaian yang diperoleh sebesar

127,50%, sedangkan untuk tahun 2020 capaian yang diperoleh sebesar

100%, maka capaian realisasi tidak terjadi peningkatan dari tahun 2019.

Capaian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan akses

petani pada lembaga keuangan di perdesaan, sehingga petani dapat dengan

mudah memperoleh pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan usaha

taninya dan membantu mewujudkan peningkatan produktivitas dalam usaha

pertanian yang dijalankan.

D. Rasio lahan pertanian dan ternak yang terlindugi asuransi pertanian
terhadap total lahan pertanian dan ternak;

Rasio lahan pertanian dan ternak yang terlindungi asuransi pertanian
terhadap total lahan pertanian dan ternak juga menjadi indikator kinerja di
tahun 2020, dimana tahun ini tercapai rasio 4,35% dari target 4,35% sehingga

capaian kinerja adalah 100%.

a. Jumlah Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)
Trend capaian realisasi AUTP (Ha) selama 6 tahun (2015-2020) telah
tercapai realisasi AUTP sejumlah 4.508.842, 12 Ha, sebagai berikut :
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TAHUN 015 | 2016 | 20 018 219 2020 TOTAL

TARGET (Ha) | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000000| 1,000,000 5500,000
REALISASI (Ha) |233,499.55499.962.25997,960.54 806,199.64|971,218.76 | 1,000,001.38 | 4508,842.12

Kegiatan AUTP mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan capaian luas

usaha tani padi yang dilindungi asuransi seluas 4.508.840,74 Ha. Capaian
pada tahun 2016 seluas 499.962,25, capaian tahun 2017 seluas
997.960,54 Ha, capaian tahun 2018 seluas 806.199,64, capaian tahun
2019 seluas 971.218, 76 Ha dan capaian tahun 2020 seluas 1.000.001,38
Ha, meningkat 2,96% dari tahun 2019.
b. Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS/K)

Trend capaian realisasi AUTS (ekor) selama 5 tahun (2016 - 2020) telah
tercapai realisasi AUTS sejumlah 460.694 ekor, sebagai berikut :

TAHUN 2006 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 TOTAL
TARGET (EKOR) | 20,000| 120,000| 120000 150,000 120000 530,000
REAUSASI (EKOR)| 20000 91831 88673| 140,190 | 120000 460,694

Kegiatan AUTS/K mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan capaian
jumlah sapi yang dilindungi asuransi seluas 460.694 ekor. Capaian pada
tahun 2016 sebanyak 20.000 ekor, capaian tahun 2017 sebanyak 91.831
ekor, capaian tahun 2018 sebanyak 88.673 ekor, capaian tahun 2019
sebanyak 140.190 ekor dan capaian tahun 2020 sebanyak 120.000 ekor.
Apabila dilihat dari target pada tahun 2019, nilai capaian yang diperoleh
sebesar 93,46%, sedangkan untuk tahun 2020 capaian yang diperoleh

sebesar 100%, maka capaian realisasi meningkat 6,99 % dari tahun 2019.

Capaian rasio usaha pertanian yang terlindungi asuransi terhadap total
usaha pertanian yang menjadi ukuran indikator kinerja secara umum
berhasil, namun dalam pelaksanaan di lapang, dihadapi beberapa

kendala, sebagai berikut :
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a. Banyak petugas lapangan yang mengalami kesulitan
mengoperasionalkan Aplikasi SIAP untuk pendaftaran

b. Petugas Lapangan (PPL) masih ada yang belum memahami Apilkasi
SIAP;

c. Jaringan internet yang tidak merata di desa-desa;

d. Penanganan klaim oleh mitra pelaksana AUTP dan AUTS/K dirasakan
lambat oleh petani dan petugas lapangan;

e. Organisasi Pelaksana di daerah, terutama pembentukan Tim Pembina
dan Tim Teknis belum berjalan optimal;

f. Sosialisasi belum menjangkau target sasaran terutama petani dan

g. Asuransi sehingga pelayanan peternak;

h. Terbatasnya petugas Dinas Teknis dan PT. Jasindo dalam
pelaksanaan PT. Jasindo belum Optimal:

I. Publikasi yang sasarannya petani/peternak dan masyarakat umumnya
masih kurang, sehingga pemahaman terhadap manfaat asuransi
pertanian juga masih kurang;

j. Petani yang merasa lahannya aman dari risiko, masih enggan menjadi
peserta asuransi dan kemauan petani untuk membayar premi swadaya
20% masih rendah;

k. Petani yang sudah berulangkali menjadi peserta AUTP tapi tidak

pernah klaim, enggan untuk mengikuti kembali program AUTP;
Untuk itu telah dilakukan upaya tindak lanjut berikut :

a) Meningkatkan solialisasi aplikasi SIAP kepada petugas lapangan
(PPL);

b) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas yang
menangani AUTP dan AUTS/K provinsi dan kabupaten/kota dan pihak
terkait lainnya;

c) Prioritas pelaksanaan AUTP dan AUTS/K disinergikan dengan

kegiatan lain dari Pusat dan Pemerintah Daerah;
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d) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara PT. Jasindo dengan
Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi dalam pencapaian target
AUTS bersinergi dengan SMDWP/Manajer SPR, Inseminator dan
Medik, Para Medik sebagai tenaga lapangan.

e) Monitoring Dashboard SIAP Kontribusi dari kegiatan asuransi
pertanian dalam mendukung program swasembada pangan pada TA
2020 ini adalah melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi
seluas 1.000.001,38 Ha. Sedangkan kontribusi dari kegiatan asuransi
ternak sapi/kerbau untuk mendukung program swasembada daging
TA. 2020 melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau

akibat mati dan atau kehilangan sejumlah 120.000 ekor sapi.

1.2. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian.

Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian tercapai 32.31% dari
target sebesar 31.68% atau 101.99%. Capaian dimaksud diperoleh dari Data
Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015-2019 sebesar
3.591.564 Ha ditambahkan Data Realisasi kegiatan Direktorat Irigasi
Pertanian tahun 2020 sebesar 254.557 Ha dibandingkan dengan data luas
lahan sebesar 11.904.564 Ha.

Kinerja aspek pengelolaan irigasi pertanian tahun 2020 yaitu meningkatnya
efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh
lahan pertanian dengan indikator rasio unit konservasi air dan LH untuk
penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan tercapai
146,40% (1,83% dari target sebesar 1,25%) ; rasio rekomendasi mitigasi iklim
yang dimanfaatkan tercapai 100% (3 rekomendasi dari target sebesar 3
rekomendasi); rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian terhadap total
kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian tercapai 99,89%
(4,72% dari target sebesar 4,725%); jumlah pengembangan sumber air

tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tercapai 125,84% (1.198 unit
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dari target sebesar 952 unit) dan jumlah pengembangan sumber air
peternakan tercapai 100% (186 unit dari target sebesar 186 unit).

Tabel 11. Data Realisasi dan Luas Lahan Kegiatan Dit. Irigasi Pertanian

Data Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015-2019

Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 3,276,749 Ha 3,276,749 Ha
Pengembangan Sumber Air 10,822 Unit 216,440 Ha
Embung 3,935 Unit 98,375 Ha
TOTAL 3,591,564 Ha

Data Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020

Target Realisasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 119,884 | Ha 208,602 | Ha
Pengembangan Sumber Air
Perpompaan 20,000 | Ha 23,960 | Ha
Perpipaan 10,000 | Ha 3,720 | Ha
Air Tanah 20,000 | Ha Ha
Embung 10,000 | Ha 18,275 | Ha

179,884 | Ha 254,557 | Ha

Data Luas Lahan (Ha)
Lahan sawah irigasi 4,755,054
Lahan sawah non irigasi 3,337,729
Lahan tegal/kebun 3,811,781
TOTAL 11,904,564

Sumber Data : Laporan Kinerja Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020

Pencapaian sasaran Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yaitu meningkatnya
efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh
lahan pertanian adalah untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen
PSP terkait penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan.
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian diupayakan melalui

kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk
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penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura peternakan dan
konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian.
Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 terhadap Periode

sebelumnya adalah sebagai berikut :

1) Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian Terhadap Total

Kebutuhan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian

a. Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier merupakan kegiatan perbaikan/
penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan
fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas
areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).
Dengan direhabilitasinya jaringan irigasi tersier, diharapkan
manfaatnya/dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman
(IP). Pada tahun 2020 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan
irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan
rehabilitasi jaringan irigasi di 32 Provinsi dan 296 Kabupaten seluas
208.602 Ha (99,90%) dari target seluas 208.812 Ha. Capaian ini
diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan seluas
135.594 Ha, dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Padat
Karya Produktif Infrastruktur Irigasi seluas 22.601 Ha dan RJI ABT
seluas 50.407 Ha. Dengan demikian capaian rasio rehabilitasi jaringan
irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, sebesar
4,72% dari target 4,725%. Berdasarkan kriteria pengukuran
keberhasilan pencapaian sasaran sebesar 99.90%, capaian ini
termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumya, yaitu pada TA. 2019
terealisasi seluas 154.666 Ha, capaian TA. 2020 jauh lebih besar yaitu
sebesar 208.602 Ha. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan
anggaran pada kegiatan padat karya produktif infrastruktur irigasi

pertanian seluas 22.601 Ha dan tambahan anggaran dalam rangka
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pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan Covid-19 seluas
50.407 Ha.

Adapun pada alokasi dana Tugas Pembantuan terdapat realisasi
anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 7.200.000,00 di Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara dikarenakan terjadinya kesalahan
administrasi pada akhir tahun anggaran 2020. Selain itu, beberapa
kabupaten yang tidak melaksanakan kegiatan RJIT PEN vyaitu
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kuantan
Singingi, Riau dengan total luas sebesar 204 Ha, yang disebabkan
karena adanya ketidaksiapan Dinas dan Poktan penerima bantuan
serta tahun anggaran yang sudah berakhir. Sementara itu jika dilihat
dari pencapaian target rencana renstra 2020-2024 sebesar 1.288.348
Ha, mulai tahun 2020 telah dilaksanakan seluas 208.602 Ha atau
16,20%, sisa target pengembangan jaringan Irigasi 2020- 2024 akan
dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Sebaran Kabupaten
Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi TA. 2020 dapat dilihat
pada Lampiran 3, sedangkan untuk Kegiatan Percontohan
Pengembangan Jaringan lIrigasi TA. 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel . Capaian kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
periode TA. 2020-2024 (Tahun 2020)

Rancangan Renstra 2020-2024
Tahun T(a':g)et Realisasi (Ha) (%)
2020 | © 208.812 | 208.602 99.90
2021 269.884 0 0
12022 | 269.884 | 0 0
2023 269.884 0 0
2024 269.884 0 0
Total | ~ 1.288.348| = 208.602| 16,20%
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Rencana Renstra Jaringan Irigasi Tersier (Ha)
TA. 2020-2024
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Gambar 16a. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
Periode TA. 2020-2024 (Tahun 2020)

DAERAH IRIGASI Kecamatan : Wanasalam
Provinsi : Banten Kabupaten : Lobak

Luas Oncoran [ha) Provitas Jeniz Salursn Panjang ssluran

LWl el Tersier | -
Gambar 16b. kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2020

b. Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina
Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan
rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan
perkumpulan petani pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan
perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang
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cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Melalui partisipasi aktif dari
anggota P3A, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan,
gotongroyong dan rasa tanggung jawab dalam pengembangan dan
pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan
berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada
P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pembinaan merupakan suatu proses
fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A
yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahun
anggaran 2020, Direktorat Irigasi Pertanian dalam hal ini Seksi
Pemberdayaan Petani Pemakai Air telah melakukan pembinaan
terhadap 50 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum
berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A
sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk
mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan
mengakar di masyarakat. Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A
tahun anggaran 2020 dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Bandung
Barat, Ciamis, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan,
Sumedang dan Majalengka. Dari hasil pembinaan tersebut, didapatkan
data dan informasi sebanyak 49 profil kelembagaan P3A sesuai dengan
klasifikasi P3A yang dapat dilihat pada Lampiran 11. Informasi profil
P3A akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan
pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dipetak tersier, penentuan
sasaran dan target produksi untuk pencapaian ketahanan pangan
nasional, dan peningkatan peran petani dalam Komando Strategis
Pembangunan Pertanian (Kostratani) dalam kaitan pembinaan dan

pemberdayaan P3A.
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2) Jumlah Pengembangan Sumber Air untuk Tanaman Pangan,

Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura peternakan satu bentuk upaya pengembangan
sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan
melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang
dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5
pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi
pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya
kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya
perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Total
anggaran yang dilalokasikan untuk kegiatan Pengembangan Sumber Air
Tahun 2020 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 1.138 unit dengan
anggaran sebesar Rp. 138.617.000.000,00, yang terdiri dari irigasi
perpompaan sebanyak 1.000 unit dengan anggaran sebesar
Rp.124.817.000.000,00 dan irigasi perpipaan sebanyak 138 unit dengan
anggaran sebesar Rp. 13.800.000.000,00. Selain melalui Tugas
Pembantuan, kegiatan pengembangan sumber air juga dialokasikan
melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat dengan program Pengembangan
Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian
Pertanian. Satuan unit biaya kegiatan irigasi perpompaaan yang
dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan menggunakan Satuan
Biaya Khusus sebagaimana pada Tabel 13, sedangkan satuan unit biaya
kegiatan irigasi perpipaan sebesar Rp100.000.000,00 per unit.
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Tabel 13. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Irigasi-

Perpompaan
WILAYAH
JENIS IRIGAS! TENGAH TIMUR
MPONEN
PERPOMPAAN NOMPOXE ik A?g:’ sy | (KALMANTAN, (NTT, MALUKU,
SULAWESI, BALL, NTB) PAPUA)
A PERPONPAY [ ONTRUES 107,600 000| 119,000,000 141,000,000
e PENDUKUNG 19.400.000] 21.000.000 24,000,000
JUMLAH 127.000.000) 140,000,000 165.000.000
KONTRUKS] 78.000.000) 88 000,000 108,300,000
RIGASI PERPOMPAAN [ U NG 17.000.000] 17,000,000 19,700,000
MENENGAH I
JUMLAH 95.000.000) 105.000.000 128.000.000

Capaian kegiatan pengembangan sumber air yang dibangun Tahun
Anggaran 2020 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 1.138 unit
(100%) senilai Rp.137.078.408.073,00 (98,89%), yang terdiri dari kegiatan
irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan. Capaian kegiatan irigasi
perpompaan sebanyak 1.000 unit (100%) senilai Rp. 123.347.168.521,00
(98,82%) yang tersebar yang tersebar di 32 propinsi dan 291 kabupaten.
Capaian kegiatan irigasi perpipaan sebanyak 138 unit (100%) senilai
Rp.13.731.239.552,00 (99,50%) yang tersebar di 25 propinsi dan 76
kabupaten. Capaian kegiatan pengembangan sumber air melalui dana
Bantuan Pemerintah Pusat dengan program Pengembangan Padat Karya
Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
sebanyak 246 unit dengan anggaran sebesar Rp. 25.228.150.000,00 yang
tersebar di 15 provinsi dan 48 kabupaten. Apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, anggaran dana Tugas Pembantuan kegiatan
Pengembangan Sumber Air Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebanyak
673 unit (95,46%) senilai Rp. 74.160.266.799,00 (93,72%). Sedangkan
Tahun Anggaran 2020 dari target 1.138 wunit senilai Rp.
138.617.000.000,00 realisasi sampai dengan akhir Desember 2020
mencapai 1.138 unit (100%) senilai Rp. 137.078.408.073,00 (98,89%).

Secara presentase realisasi anggaran tahun 2020 mengalami kenaikan

sebesar 5,17%. Sementara itu jika dilihat dari pencapaian target renstra
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2020-2024 sebanyak 13.500 unit, pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan
sebanyak 1.384 unit.

Tabel 14. Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air TA. 2020-2024
(Tahun 2020)

Rancangan Renstra 2020-2024

Tahun | Target (unit) Re(zlrl‘si‘.:;sl (%)
2020 2.700 1.384 51,26%
2021 2.700 - -
2022 2.700 : -
2023 2.700 - -
2024 2.700 - -
__Total 13.500 1.385 | 10,26%

Keterangan: realisasi 2020 : realisasi TP (1.138 unit) + realisasi Banpem Pusat (246 unit)

Rancangan Renstra Pengembangan Sumber Air
TA. 2020-2024

2500

2000

1500

1000

500

0
2020 2021 2022 2023 2024

B Target ™ Realisas

Gambar 17. Grafik Capaian kegiatan Pengembangan Sumber Air
TA. 2020-2024 (Tahun 2020)

Sebaran Kabupaten Penerima Kegiatan Pengembangan Perpompaan TA.
2020 dapat dilihat pada Lampiran dan Kegiatan Pengembangan
PerpipaanTA. 2020 dapat dilihat pada Lampiran. Kegiatan Percontohan
Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2020 dapat dilihat pada Lampiran
dan Kegiatan Percontohan Pengembangan Irigasi Perpipaan TA. 2020

dapat dilihat pada Lampiran.
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3) Rasio Unit Konservasi Air dan LH Untuk Penambahan Areal Tanam
yang Diberikan Terhadap Total Kebutuhan Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup untuk Penambahan Areal Pertanian dan Rasio

Rekomendasi Mitigasi Iklim yang Dimanfaatkan

a. Jumlah Unit Konservasi Air Dan Lingkungan Hidup Untuk
Penambahan Areal Pertanian Yang Diberikan

Konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian
dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Embung Pertanian/Long
Storage/Dam  Parit yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai
suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi resiko
terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di
musim kemarau. Pada TA. 2020 telah dialokasikan kegiatan kegiatan
Pengembangan Embung Pertanian dengan dana Tugas Pembantuan
sebanyak 400 unit dengan  anggaran Rp.48.000.000.000,-
(Rp.120.000.000,-/unit) dan sebanyak 331 unit dari dana Bantuan
Pemerintah Pusat melalui program Pengembanagan Padat Karya
Produktif Infrastruktur Pertanian. Saat ini, telah tercapai jumlah bangunan
konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim
melalui kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage
dengan dana Tugas Pembantuan di 30 Provinsi dan 229 Kabupaten
sebanyak 400 unit (100%) senilai Rp.48.000.000.000,- (100%) dan 331
unit dari dana APBN Pusat dengan angaran Rp. 36.700.00.000,-. yang
tersebar di 23 provinsi dan 59 kabupaten.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran dana Tugas
Pembantuan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2019
terealisasi sebanyak 400 unit (100%) senilai Rp. 48.000.000.000,- (100%)
dari target 400 unit senilai Rp. 48.000.000.000,-. Sedangkan TA. 2020
sampai dengan akhir Desember 2020, dari target 400 unit senilai
Rp.48.000.000.000,- terealisasi sebanyak 400 unit (100%) senilai
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Rp.48.000.000.000; (100%), secara presentase realisasi anggaran téth i~

2020 sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi Dana Banpem

Pusat Tahun 2019 sebanyak 252 unit, terjadi peningkatan 79 unit (31,34%)

menjadi 331 unit. Sementara itu jika dilihat dari pencapaian target renstra

2020-2024 sebanyak 2.500 unit, pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan

sebanyak 731 unit atau 29,24%. Sebaran Kabupaten Penerima Kegiatan

Irigasi Embung TA. 2020 dapat dilihat pada Lampiran 6, sedangkan

Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian TA. 2020 dapat dilihat pada

Lampiran.

Tabel 15. Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian
TA. 2020-2024 (Tahun 2020)

Target Realisasi
Tohun (unit) (unit) %
2020 500 731 146,20%
2021 500 - -
2022 500 = ~
2023 500 - -
2024 500 - -
Total 2.500 731 29,24%

Keterangan; realisasi 2020 : realisasi TP (400 unit) + realisasi Banpem Pusat (331 unit)

Rancangan Renstra Pengembangan Embung
Pertanian TA. 2020-2024

=11
400
300
200
100
0
2020 2023 2022 2023 2024

B Tarpet W Realisas

Gambar 18. Grafik Capaian Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian
TA. 2020-2024 (Tahun 2020)
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Secara Rasio unit konservasi air dan LH untuk penambahan areal téhﬁ
yang diberikan terhadap total kebutuhan sudah melebihi target yaitu 1,83%
dari target 1,25%. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan
pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori “Sangat

Berhasil” karena mencapai 146,40%.
b. Jumlah Rekomendasi Mitigasi Iklim

Target kinerja Kasie Mitigasi Iklim TA. 2020 adalah terwujudnya penerapan
rekomendasi terkait mitigasi iklim. Dimana indikator kinerjanya adalah
jumlah rekomendasi mitigasi iklim yang dihasilkan yang berjumlah 3
rekomendasi. Secara rasio rekomendasi mitigasi iklim sudah sesuai target
yaitu 100% dari target 100%. Jumlah rekomendasi yang ditargetkan 3
rekomendasi dan realisasi 3 rekomendasi. Rekomendasi mitigasi iklim ini
dapat dilihat pada Lampiran 12. Berdasarkan Kkriteria pengukuran
keberhasilan pencapaian sasaran, capaian ini termasuk dalam kategori

“Sangat Berhasil” karena mencapai 100%.

[ @ Y MENTERGA N RTANAN EMBUNG/DAMPARIT/LONGSTORAGE

RERUBLIK INDONE 514

7 coummmas BB
e
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Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 terhadap Kontribusi
penambahan Luas Tanam Padi TA. 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian yaitu
Meningkatnya infrastruktur air irigasi diharapkan dapat mendukung produksi

pertanian melalui peningkatan intensitas pertanaman (IP).

Melalui kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi disamping
membantu memecahkan permasalahan yang ada yakni mengembangkan /
memperbaiki jaringan irigasi sehingga fungsi layanan irigasi menjadi lebih baik
juga berdampak pada penambahan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,3.
Begitu pula dengan kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan melalui
sistem gravitasi menggunakan pipa atau pengambilan air menggunakan
pompa dan pengembangan embung pertanian (embung / dam parit / long
storage) untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersedian sumber air
akan berdampak pada peningkatan intensitas pertanaman sebesar 0,5. Dari
pencapaian tahun 2020, dapat diperkirakan kontribusi kegiatan irigasi

pertanian sebagai berikut :

Tabel 16. Perkiraan Kontribusi Penambahan Luas Tanam Kegiatan Jaringan
Irigasi Tahun 2020

Sasaran Kontribusi
Kegiatan Indikator Kinerja Realisasi | Penambahan Luas
S Tanam Padi
Meningkatnya
pemenuhan 1. Jumlah Jaringan irigasi
jaringan irgasi tersier yang 208.602 Ha 62.580,6 Ha
tersier direhabilitasi

2. Jumiah unit konservasi
air dan lingkungan
hidup untuk 731 unit 365,5Ha
penambahan areal
pertanian

3. Jumlah pengembangan
sumber air untuk
penambahan areal
tanam tanaman 1.384 unit 692 Ha
pangan, perkebunan,
hortikultura dan
peternakan
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1.3.

Pemenuhan

ketersediaan

lahan

pertanian

Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian.

diperoleh dengan

Ccara

membandingkan luas baku lahan pertanian sebesar 21.014.199 Ha dengan
kebutuhan luas baku lahan sebesar 31.116.165 Ha. Tercapai 67.53% dari
target 67.53% atau 100%.

Tabel. Capaian Indikator tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian.

T t
Level Indikator Satuan Sl Keterangan
2020
Tingkat pemenuhan ketersediaan
1 s % 67.53%
lahan pertanian
Tingkat han ket di
ingka pemc.enu an ketersediaan % 67.53%
lahan pertanian
Total kebutuhan pembukaan lahan
s Ha 45,000
baru
Jumlah lahan pertanian yang 1. Data sawah ATR BPN
. Ha 21,014,199
2 [tersedia 2. Perkebunan (Karet,
Jumlah lahan sawah Ha 7,463,948 |Kelapa, Kopi, Teh, Lada,
Jumlah lahan perkebunan Ha 11,750,172 |Cengkeh, Kakao, Tebu,
Jumlah lahan hortikultura Ha 1,800,079 (Pala)
Jumlah kebutuhan lah tani
FILELT B Rt St Ha | 31,116,165 |Data Ditjen Komoditas
berdasarkan target produksi

Tabel. Data luas tanam per komoditas tahun 2020-2024

71

TAINGT
=

. Luas tanam (Ha)
Subsektor Komoditas
2020 2021 2022 2023 2024
Cabai merah 317,201 312,389 307,812 303,455 299,304
Hortikultura [Bawang Merah 139,423 138,657 137,927 137,232 136,571
Bawang Putih 4,571 5,502 6,367 7,438 8,556
Tanaman Padi 11,666,571| 11,865,087 12,067,570 12,274,108 12,484,789
pangan Jagung 6,772,345 6,865,922 6,960,834 7,057,054 7,154,605
Kedelai 750,000 810,000 870,000 950,000 1,000,000
Kakao 1,813,154 1,781,061 1,822,810 1,863,663 1,880,137
Kopi 1,316,831 1,297,812 1,307,812 1,279,671 1,299,835
Karet 3,693,660 3,726,957 3,776,077 3,790,122 3,818,837
Perkebunan |Kelapa 3,680,570 3,684,941 3,732,742 3,777,858 3,794,520
Lada 181,854 176,282 187,202 177,780 182,217
Pala 179,572 180,170 182,878 197,247 197,331
Cengkeh 549,413 550,188 550,982 551,796 552,629
Peternakan 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
Jumlah 31,116,165 31,445,966| 31,962,012 32,418,424 32,860,332
y-’f\%‘-g
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Capaian kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan diukur
berdasarkan capaian Indikator kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan yaitu 1). tingkat pemenuhan ketersediaan lahan, 2). persentase lahan
baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B); 3). jumlah maksimum lahan pertanian yang beralih fungsi, 4). luas
lahan pertanian yang terlindungi dari alih fungsi; 5). persentase lahan baku
sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B); 6). luas lahan pertanian yang diajukan untuk konservasi; 7). jumlah
konservasi lahan pertanian; 8). jumlah lahan pertanian yang dioptimasi dan
direhabilitasi berdasarkan target produksi; 9). jumlah lahan pertanian yang
dioptimasi berdasarkan target produksi; 10). jumlah lahan pertaian yang
direhabisitasi berdasarkan target produksi; 11). jumlah perluasan areal
pertanian berdasarkan target produksi; 12). rasio lahan pertanian yang
disiapkan terhadap lahan pertanian yang diusulkan; 13). rasio sarana dan
prasarana pertanian yang disediakan terhadap kebutuhan areal berdasarkan
target produks; 14). indeks ketersediaan informasi geospasial tematik (IGT)
lahan; 15). rasio data terkait ketersediaan lahan terhadap total data yang
dibutuhkan; 16). jumlah lahan pertanian yang terpetakan. Capaian kinerja
Capaian kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2020
masuk dalam kategori berhasil. Untuk mewujudkan sasaran dan indikator
kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan telah dilaksanakan
beberapa kegiatan. Penjelasan Capaian Kinerja Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan Tahun 2020 secara lebih terinci adalah sebagai berikut :
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Tabel 17. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan Tahun 2020

DIREKTUR PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LARAN Indikator Kinerja Sahwan | Target | Realisasi | Capasan | Kategori

tersecianys La5an petacEan anamin pangan, tingtat pemenuhan ketersadiaan iahan % 6753 6753 100%| Berhasd

hortikultura, perkebunan dan peternakan secara

berkelan|utan J | v h yang ditet

€ |u persentase lahan baku sawah yang dite aota\n sebagal % w0 % 1004 Barhasa
Iahan pertanian pangan berkelanjutan |LP28)
umiiah maksimu |ahan pertanian yang deralit fungsi Ha 103000 | 108.000 100%| Berhasil

ASUBDIT P s ::a; p::‘:::: Engl::amfgd;j !::'i a:;:l:}u. Ma 4.973.602 | 4.973.602 100%/ Berhasd
e RS e % %0 so| 00| Berhast
lahan pertanian pangan berkelanjutan |LP28)

KEPALA SERSE AUM FUNGSI LAHAN Ias lahan pertarian yang disjukan untuk Konservasi Ha 4973602 | 4973.602 100%| Barhasd

KEPALA SEXS! KONSERVASI LAHAN jumiah korservast |ahian pertanian Ha 140,081 | 1450081 100%/ Berhasd

KASUBDXT OPTIMASI DAN RERABILITASI LAHAN [/ (203 pertanan yang dhoptimasi dan drehabiltas)) mon| moo| 100%) serhast
berdasarkan target produksi
i Ishan penanian yang dioptimasl berdasarkan

KEPALA SEXS OPTIMASI LAHAN Ha 50000 S0.000 1005/ Berhadl
target produtsi

- nabi

KEPALA SEXSI REHABILITAS! LAAN l‘“""""‘“".‘“"‘““""’ i b A 55 2000|3000 2004 Berhass
tarpet produksi

KASUBDIT PERLUASAN AREAL 'm‘fm“ e perm v O | 1l 20|  mo| 100 erhas

- - . Y

KEPALA SEXSI PENYIAPAN LAHAN G LD UL NG YOS CURAPRUN NTNACHP I % % 00| 300 Berhast
pertanian yang diusulkan
S0 Sarana dan prasirsnd peranian yang disedakn

P, P P

KEPALA SEKSI PENYIAPAN SARANA PRASARANA herhadsp Rebutuhan aresl berdasarkan target produksi % @« L] 100%| Berhasd
indeks izan informasi geospast

KASUBDIT BASIS DATA LAFAN % ool pepRiens il e 1944 0| 00| Berhasa

KEPALA SEXS! INVENTARISASI DAN ANALISIDATA. [0 oo terkait ketersediaan lahun tehadiptotl 6@ | & Q| 100 Berhasdt
yang dibutuntan

KEPALA SEXSI PEMETAAN ||wmizh lahan pertanian yang terpetakan Ha 40,00 A0.000 10| Berhasl

Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, 2020

a. Hasil Capaian Kinerja Perluasan Areal
Pada TA. 2020 kegiatan perluasan sawah mempunyai target 10.000 ha
dengan total anggaran Rp. 163.500.000.000,-. Namun anggaran kegiatan
perluasan sawah dialihkan semua untuk mendukung penanganan Covid-
19 yang sejak Februari 2020 berkembang di Indonesia. Sejak bulan
Agustus dilaksanakan kegiatan perluasan areal hortikultura mendukung
pengembangan Food Estate Hortikultura di Kab.Humbang Hasundutan,
Provinsi Sumatera Utara seluas 200 ha dengan anggaran sebesar Rp.
2.400.000.000,-. Anggaran ada di Ditjen. Hortikultura untuk kegiatan
fisiknya. Kegiatan fisik perluasan areal hortikultura dalam bentuk Banpem
(transfer ke kelompok tani) yang digunakan untuk land clearing,
pengolahan lahan, pembuatan jalan usahatani, pembuatan guludan,
pembuatan saluran drainase, pembuatan SPA dan saluran buntu. Untuk

monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Subdit Perluasan Areal. Subdit
o,
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Perluasan Areal melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin uﬁEk i~
memastikan kelancaran dan penyelesaian kegiatan tepat waktu baik dari
segi administrasi, keuangan dan fisik. Realisasi kegiatan perluasan areal
hortikultura mendukung pengembangan Food Estate Hortikultura di
Kab.Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada Desember
minggu ketiga adalah sebagai berikut :

e Realisasi Fisik

Rekapitulasi Total Olah Lahan FE Humbang Hasundutan

Olah Lahan Luas Selesai Persentase Sisa
Land Clearing 200 200.0 100.00 0.00
Olah | 200 200.0 100.00 0.00
Olah Il 200 199.3 99,65 0.70
Olah 1l 200 199.3 99.65 0.70
Bedeng 200 199.3 99.65 0.70

e Realisasi Keuangan
Untuk realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan perluasan areal
hortikultura dalam mendukung pengembangan food estate di
Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara per
tanggal 22 Desembe r 2020 sebagai berikut :

Rekap realisasi kegiatan kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura
tahun 2020

AMLISL00  Aspek Prasarana Gan Saran: IBRSO0N|  LSHABD| IS0 | LTSI

b. Hasil Capaian Kinerja SID
Kegiatan SID Cetak Sawah TA.2020 dilaksanakan di 7 provinsi yaitu

Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah dengan target seluas 23.500
ha. Realisasi sampai akhir tahun 2020 yaitu seluas 23.500 (100%).
Realisasi anggaran kegiatan SID Cetak Sawah sebesar 11.105.376.000
(99,8%).

&%‘%&
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c. Hasil Capaian Kinerja Lahan Pertanian yang di Optimasi dan di

Rehabilitasi Sesuai Target Produksi

Optimasi lahan rawa seluas 50.000 ha dengan pagu anggaran Rp.

215.000.000.000,- tersebar di 14 provinsi dan 49 kabupaten. Realisasi fisik

sebesar 47.735 ha (95,47%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.
211.154.368.100,- (98,21%). Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi
lahan rawa seluas 46.520 ha dengan pagu anggaran Rp. 2.326.000.000,-
tersebar di 13 provinsi. Realisasi fisik sebesar 42.350 ha (91,04%) dan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.105.025.700,- (90,50%). Pengolahan
lahan dalam mendukung kegiatan Pengembangan Food Estate Berbasis

Korporasi Petani di Kalimantan Tengan. Luas lahan kegiatan 30.000 ha

yang terbagi menjadi 20.000 ha di Kabupaten Kapuas dan 10.000 ha di

Kabupaten Pulang Pisau. Alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000.000,-.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 27.000.000.000,- (100%) dan realisasi

fisik sebesar Rp. 30.000 ha (100%).

Belum maksimalnya capaian kinerja disebabkan hal-hal sebagai berikut :

e Terjadi revisi DIPA karena adanya perubahan anggaran kegiatan
disebabkan oleh Pandemi Covid 19, yaitu dengan pengurangan target
kegiatan dari 100.000 ha menjadi 50.000 ha.

e Perubahan alokasi kegiatan menyebabkan diperlukan
rancangan/penyesuaian lokasi pada target yang baru.

e Pelaksanaan administrasi dan keuangan di tingkat KPPN agak
terhambat karena dilakukan dengan sistem antrian berkas dan
pembatasan waktu kerja.

e Adanya penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, yang disebabkan
karena keterbatasan alat berat, sulithnya mobilisisasi alat berat ke lokasi
terutama lokasi yang sering tergenang air ketika banijir.

e Adanya lokasi yang menjadi tidak memungkinkan untuk dilakukan
kegiatan fisik karena tergenang cukup lama sehingga tidak mencukupi
waktu untuk pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan akhir

anggaran.
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e Pengawalan kegiatan dilakukan dengan system online melalUi

pertemuan dan diskusi dengan dinas provinsi, kabupaten dan

kelompok penerima manfaat.

d. Hasil Capaian Kinerja Basis Data Lahan
Tingkat indeks ketersediaan

informasi geospasial tematik
(IGT) lahan Direktorat
Perluasan dan Perlindungan
Lahan dengan target vyaitu
19,44%, realisasi indeks
ketersediaan informasi

geospasial tematik (IGT) lahan

tercatat 19,44%. Berdasarkan
data tersebut maka capaian indikator kinerjanya yaitu 100% Tingkat rasio
data terkait ketersediaan lahan terhadap total data yang dibutuhkan
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan target yaitu 60%,
realisasi rasio data terkait ketersediaan lahan terhadap total data yang
dibutuhkan tercatat 60%. Berdasarkan data tersebut maka capaian
indikator kinerjanya yaitu 100% Tingkat jumlah lahan pertanian yang
terpetakanDirektorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan target
yaitu 40.000 Ha, realisasi jumlah lahan pertanian yang terpetakan tercatat
40.000 Ha. Berdasarkan data tersebut maka capaian indikator kinerjanya
yaitu 100%.

&’ﬁ#fq&
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2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian

Melihat hasil perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian, Berdasarkan
Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian

Berkelanjutan:
« Sarana yang dimaksud adalah sarana budi daya pertanian;

« Sarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian;

« Sarana budi daya pertanian berda terdiri dari benih tanaman hewan atau bibit

hewan; pupuk; pestisida; pakan; dan alat dan mesin pertanian.
Sumber data untuk tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari :
» ldentifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida (a)
» ldentifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian (b)

Dengan rumus perhitungan :

a+b
( . )X1oo%

Dengan hasil capaian Indikator Tingkat Kemanfaatan sarana pertanian
capaiannya 92.09% dari target 81.62% atau 112.82%. Capaian indikator
Tingkat kemanfaatan Sarana pertanian dipenuhi oleh beberapa indikator : 1)
Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida capaiannya 84.17% dari
target 83.23% atau 101.13%. 2) Tingkat Kemanfaatan Alsintan capaiannya
100% dari target 80.00% atau 125%.
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Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana
Pertanian tahun 2020

Target 1
Tahun
Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian 9209 164
1 {Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida 8.8% | 8417 10013  |Dit. Pukpes
2 {Tingkat kemanfaatan Alsintan 80% 1000 12500 |Dit, Alsintan

No IKSP Realisasi| % Capaian Keterangan

2.1. Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida

Capaian tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dari target
83,23% tercapai 84.17% atau 101.13%, capaian dimaksud diperoleh dari
Total Pupuk Terdistribusi sebesar 79.391.012 Ton dibandingkan Total
Kebutuhan Pupuk sebesar 117.038.216 Ton serta Total Pestisida terdistribusi
sebesar 590 Ton dibandingkan Total kebutuhan pestisida sebesar 587 Ton.
Optimalnya distribusi pupuk dan pestisida dalam meningkatkan produktivitas
pertanian nasional adalah sebesar 84,17%. Berdasarkan angka tersebut
diperoleh capaian sebesar 101,13%. Apabila melihat kriteria pengukuran
kinerja, capaian optimalnya distribusi pupuk dan pestisida dalam
meningkatkan produktivitas pertanian nasional dikategorikan Sangat Baik.
Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang mempengaruhi
produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk membantu dalam
meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan
mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat
mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian.
Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-
subsidi (pupuk organik dan pembenah tanah serta pupuk anorganik).
Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida
alami. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam
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cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan
pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani.

Pada tahun 2020, jumlah kebutuhan pupuk sebesar 117.038.216 Ton
(kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 16.109.684 Ton, kebutuhan pupuk
organik dan pembenah tanah sebesar 90.326.128 Ton serta kebutuhan pupuk
anorganik sebesar 10.602.404 Ton). Sedangkan jumlah kebutuhan pestisida
sebesar 587 Ton (kebutuhan pestisda kimia sebesar 528 Ton dan kebutuhan
pestisida alami sebesar 59 Ton).

Jumlah pupuk yang terdistribusi sebesar 79.391.012,25 Ton (pupuk
bersubsidi yang terdistribusi sebesar 8.720.839,25 Ton, pupuk organik dan
pembenah tanah yang terdistribusi sebesar 63.235.890 Ton serta pupuk
anorganik yang terdistribusi sebesar 7.434.283 Ton).

Dari data jumlah kebutuhan pupuk dan pestisida serta data pupuk dan
pestisida yang terdistribusi dapat diperoleh optimalnya distribusi pupuk dan
pestisida dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional adalah
sebesar 84,17%.

Pengelolaan Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida yang Akuntabel dan
Berkualitas.

Sebagai pengguna APBN, Direktorat Pupuk dan Pestisida diwajibkan untuk
mengelola anggaran secara akuntabel dan berkualitas. Akuntabel yang
dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan baik output maupun outcome
yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Berkualitas artinya
pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
dan regulasi lain yang terkait.

Dari pagu anggaran sebesar Rp339.428.095.000,- sampai akhir tahun telah
terealisasi sebesar Rp325.362.438.505,- atau sebesar 95.86%. Adapun

rincian per output kegiatan sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 19. Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2020~

N Nama Pagu (Rp) Realisasi
o agu
Kegiatan/Output 9 (Rp) ] (%)
1 | eRDKK Mendukung 97.752.200.000 | 91.930.728 745‘ 94,04
Penyaluran  Pupuk
Bersubsidi Berbasis
Penerapan Kartu
Tani (Dekon dan TP)
2 | Bimtek, Monitoring 34.251.685.000 29.518.703.673 | 8518
dan Evaluasi
Kegiatan Lingkup
Pupuk dan Pestisida
a. Fasilitasi 12.277.845.000 11.773.800.856 | 95,89
Kegiatan Pupuk
dan Pestisida
F b, Pendampingan 21.973.750.000 17.744.802817 | 80,75
KP3 (Dekon dan
TP)
3 | Unit Pengolah Pupuk | 207.424.200.000 | 203.913.006.087 | 98.31
lOrganik (UPPO)
Jumiah ] 393.428.095.000 | 325.362.438.505 | 95,86

Sedangkan untuk subsidi pupuk dari pagu sebesar Rp29.764.600.606.000,-
sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp28. 729.682.004.439,- atau
sebesar 98,27%.

2.2. Tingkat Kemanfaatan Alsintan

Capaian indikator tingkat kemanfaatan Alsintan terealisasi 100% dari target
80% atau 125%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data CPCL
penerima bantuan Alsintan Tahun 2019, bantuan Alsintan untuk enam jenis
Alsintan sebanyak 46.523 unit. Jenis bantuan Alsintan terbanyak adalah
Sprayer dengan jumlah 18.365 unit. Sedangkan jenis bantuan Alsintan paling

sedikit adalah Rice Transplanter dengan jumlah 37 unit.

Survey dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi. Perhitungan
jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Bentuk dari rumus Slovin sebagai
berikut:

N

I F Ne?
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dimana n adalah ukuran sampel yang akan dihitung, N adalah ukuran populasi
dan e adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang

diharapkan atau ditetapkan.

Pada perhitungan sampel ini ditetapkan margin of error sebesar 10%, dengan
jumlah populasi sebanyak 46.523 unit. Sehingga didapatkan jumlah sampel
sebanyak 100 unit. Banyaknya sampel untuk setiap jenis Alsintan dihitung
menggunakan Proportional sampling. Proportional sampling adalah
pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau
kategori dalam populasi penelitian. Rumus Proportional sampling sebagai
berikut:

N;
n = pxn
dimana n; adalah jumlah sampel untuk jenis Alsintan ke-i, N; adalah jumlah
populasi untuk jenis Alsintan ke-i, n adalah jumlah sampel seluruhnya dan N

adalah jumlah populasi seluruhnya. Sebaran sampel dapat dilihat pada tabel

20.
ALSINTAN 2019
] Slovin Error
No Jenis Volume 2019 10%
1 | Pompa Air 13.060 | Unit 28
2 | Traktor Roda 2 9.961 | Unit 21
3 | Traktor Roda 4 954 | Unit 2
Rice

4 | Transplanter 37 | Unit 1
5 | Cultivator 4.146 | Unit 9
6 | Sprayer 18.365 | Unit 39
Total 46.523 | Unit 100

Tabel 20. Sebaran Sample Survey Tingkat Kemanfaatan Alsintan TA 2019

Contoh perhitungan jumlah sampel untuk jenis Alsintan Pompa Air dengan
populasi Pompa unit sebesar 13.060 unit, populasi keseluruhan 46.523 unit
dan sampel keseluruhan 100 unit, maka :
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N; -
n=xn

13.060 .
n; = mx 100 = 28.07 = 28 unit

Berdasarkan tabel 1, sebaran jumlah sampel terbanyak adalah jenis Sprayer
sebanyak 39 unit. Sedangkan jumlah sampel paling sedikit adalah jenis Rice

Transplanter sebanyak 1 unit.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan
Alsintan yang diberikan tahun 2019 adalah sebesar 100%. Aspek yang
diamati pada survey tingkat kemanfaatan Alsintan terbagi kedalam 3 aspek
utama yaitu 1) Kondisi Alsintan saat ini 2) Total area yang dikerjakan (ha) dan

3) Perawatan yang telah dilakukan.

Total area yang dikerjakan dari 100 sampel unit Alsintan sebesar 693.5 ha
dengan rata-rata total area yang dikerjakan sebesar 7.8 ha. Aspek perawatan
yang dilalukan secara umum adalah mencuci alat setelah dipakai dan

mengganti oli mesin. Area yang dikerjakan dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Area yang dikerjakan oleh setiap jenis Alsintan

' Jum\llz:ga red Rata-r'ata .a rea
No Jenis dikerjakan yang dikerjakan
(ha) (ha)

1 | Pompa Air 326.9 11.7

2 | Traktor Roda 2 132.9 6.3

3 | Traktor Roda 4 41.6 20.8
Rice

4 | Transplanter 1.1 1.1

5 | Cultivator 26.8 3.0

6 | Sprayer 164.2 4.2

Rata-rata 693.5 7.8

Tabel 21 menunjukkan bahwa jumlah area yang dikerjakan terbesar adalah

jenis Alsintan Pompa air sebesar 326.9 ha. Sedangkan jenis Alsintan Rice
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Transplanter memiliki jumlah area yang dikerjakan paling sedikit yaitu 1.1 ha.
Secara rata-rata, jenis Alsintan Traktor roda 4 memiliki rata-rata area yang

dikerjakan paling besar sebesar 20.8 ha.

Kemanfaatan Alsintan dapat dilihat dari Aspek kondisi Alsintan saat ini.
Apabila kondisi saat ini menyatakan “Operasional” maka dapat dikatakan
Alsintan tersebut termanfaatkan. Berdasarkan data 100 sampel untuk aspek
kondisi saat ini yang menyatakan “Operasional” sebesar 100%. Sehingga
dapat dikatakan semua Alsintan pada tahun 2019 termanfaatkan dengan
menggunakan jumlah sampel 100 unit dan margin of error sebesar 10%.
Persentase kemanfaatan Alsintan untuk setiap jenis dapat dilihat pada tabel
22.

Tabel 22. Persentase Kemanfaatan Alsintan tahun 2019

ALSINTAN 2019
No Jenis Volume Jumlah | Kemanfaatan
2019 Sampel | Alsintan (%)
1 | Pompa Air 13060 | Unit 28 100
2 | Traktor Roda 2 9961 | Unit 21 100
3 | Traktor Roda 4 954 | Unit 2 100

Rice

4 | Transplanter 37 | Unit 1 100
5 | Cultivator 4146 | Unit 9 100
6 | Sprayer 18365 | Unit 39 100
Total 46523 | Unit 100 100

3. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B)

a. Hasil Capaian Kinerja Rekomendasi terkait Perlindungan dan
Pencegahan Alih Fungsi Lahan
Dari capaian indikator presentasi lahan baku sawah yang ditetapkan
sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B) tercapai realisasi
50% dari target 50% atau 100%.
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Penetapan LP2B Dalam Perda RTRW;

Rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW sampai saat ini
sebanyak 223 Kabupaten/Kota dari 508 Kabupaten/Kota yang telah
menetapkan Perda RTRW dan 285 Kabupaten/Kota belum menetapkan
LP2B dalam Perda RTRW.

Penetapan LP2B dalam Draf Perda Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Peraturan daerah tentang Perlindungan LP2B sampai Desember 2020
adalah 78 Kabupaten/Kota dan 16 Provinsi. Namun, sebagian besar
Perda PLP2B yang ditetapkan tersebut hanya menyalin pasal-pasal yang
terdapat dalam Undang-Undang No. 41/2009 maupun peraturan
perundangan turunannya.

Surat terkait Arahan.

Tercatat ada 12 surat rekomendasi dan arahan yang dikeluarkan Menteri
Pertanian, Direktur Jenderal PSP, dan/atau Direktur Perluasan dan
Perlindungan Lahan kepada Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri,
Gubernur, Bupati, dan Walikota Seluruh Indonesia, Kepala Dinas
Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Sekjen Kementan, Provinsi
Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan
Komering llir Timur, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian
ATR/BPN, serta Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah
dan Ruang Kementerian ATR/BPN terkait Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
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3.1.2 Capaian Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian yang efektif dan efisien dan Berorientasi pada

layanan prima.

1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Capaian dari indikator Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian tercapai 34.8 Nilai dari target 34.8 Nilai atau 100%, hal ini berdasarkan
Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024.
Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka
perlu dilakukan upaya penyempurnaan, diantaranya dari segi kebijakan dan
implementasinya. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut
mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada
area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi
sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan

petunjuk teknisnya.

Model PMPRB yang digunakan disusun atas dasar Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Program-program reformasi birokrasi
sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai
hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 19. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan
dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi
pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih
dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan
sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang
mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan
dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada

pencapaian sasaran.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen
pengungkit, adalah teknik “criteria referrenced test” dengan cara menilai setiap
komponen dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil,
antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi
(survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Indikator penilaian tertuang dalam

J—’#A&
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Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasibirokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan

rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi

birokrasi adalah sebagai berikut :

Penilaian harus menyimpulkan hasil

penilaian atas fakta objektif instansi

pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan

indikator masing-masing komponen yang ada dalam LKP.

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-

komponen, dan (iii) indikator.

Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai

berikut :

No.

'

Tabel 23. Komponen Penilaian PMPRB

Komponen
Pengungkit
a. Aspek
Pemenuhan

b. Aspek
Antara

Hasil

c. Aspek Reform

Bobot

60%
20%

10%

30%

&%#Ag

FRome R0 TR

op

® a0

>

Sub-Komponen

Manajemen Perubahan (2%);
Deregulasi Kebijakan (2%);

Penataan Organisasi (3%);

Penataan Tatalaksana (2,5%]);
Penataan Manajemen SDM (3%);
Penguatan Akuntabilitas (2,5%);
Penguatan Pengawasan (2,5%);
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(2,5%

Kualitas Pengelolaan Arsip (1%);
Kualitas Pengelolaan Pengadaan
Barang (1%);

Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%);
Kulitas Pengelolaan Aset (1%);

Merit System (1%);

ASN Profesional (1%);

Kualitas Perencanaan (1%);

Matuntas SPIP (1%);

Kapabilitas APIP (1%);

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan
(1%)

Manajemen Perubahan (3%);
Deregulasi Kebijakan (3%);

"?9#«1“"
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No. Komponen Bobot Sub-Komponen
¢. Penataan Organisasi (4,5%);
d. Penataan Tatalaksana (3,75%);
e. Penataan Manajemen SDM (4,5%);
f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%);
g. Penguatan Pengawasan (3,75%);
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
{3,75%
2. Hasil 40%
a. Akuntabilitas 10% a. Opini BPK (3%);
Kinerja dan b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
Keuangan
b. Kualitas 10% Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
Pelayanan
Publik
c. Pemerintah 10%  Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
yang Bersih
dan Bebas
KKN
d. Kinerja 10% a. Capaian Kinerja (5%)
Organisasi b. Kinerja Lainnya (2%)
¢. Survei Internal Organisasi (3%)
Total 100%

Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa
pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e.
Jawaban yal/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat
dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-

pertanyaan atau pernyataanpernyataan yang menggunakan skala ordinal.

Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka

akan diberikan nilai O.

Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus
menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal
yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja

penilaian mandiri.

Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa
pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.

88
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Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan
sebagai berikut :

Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-
komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen
Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh)
buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang
dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut
adalah: (3/10) x 10 = 3;

Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan,
karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan

melalui nilai rata-rata;

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen
yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range

nilai antara 0 s.d. 100.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan
sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing
komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen komponen akan
dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan

kategori sebagai berikut :

Al
e
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Tabel 24. Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

No, Kategori Nilal/Anglks Predikat Interpretasi

1. AA =90 - 100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi
berbasis kinerja yang mampu
mewujudkan seluruh sasaran
Reformasi Birokrasi.

2. A =80 - 90 Sangat Bailk Memenuhi  karakteristik  organisasi
berbasis kinerja namun belum
mampu mewujudkan keseluruhan
sasaran Reformasi  Birokrasi  baik
secara  instansional maupun di
tingkat unit kerja.

<5 BB >70 - 80 Baik Secara instansional mampu
mewwjudkan sebagian besar sasaran
Reformasi Birokrasi, namun
pencapaian sasaran pada tingkat unit
kerja hanva sebagian kecil saja.

4. B =60 -70 Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi
bersifat formal dan secara substansi
belum mampu mendorong perbaikan
kinerja organisasi.

5. cC =50 - 60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara
formal terbatas di tingkat instansi
dan belum berjalan secara merata di
seluruh unit kerja,

6. C >30-50 Burk Penerapan Reformasi Birokrasi secara
formal di tingkat instansi dan hanya
mencakup sebagian kecil unit kenja,

@ D 0-30 Sangat Memiliki imisiatif awal, menerapkan

Buruk Reformasi Birokrasi dan perbaikan
kinerja instansi belum terwujud.

Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB unevaluated), Panel asesor menetapkan

rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan :

Penilaian mandiri merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas

dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, asesor harus mengembangkan keahlian
profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang reformasi
birokrasi, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan

pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
¥,
90
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Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap
suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak- pihak yang terkait
diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian
PANRB.

2. Tingkat kepuasan Unit Eselon | teknis di lingkup Kementerian Pertanian
terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dimana Tingkat kepuasan
unit kerja eselon Il lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian diperoleh dengan cara :

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total
bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n)
x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh
skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan
(Z(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Zf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan
rumus : (2(fn)) / (f)

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) =
(on) x (bn)

5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan Sekretariat
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah dilakukan survey
kepuasan layanan Ditjen PSP Tahun 2020 yang diselenggarakan pada November
hingga Desember 2020 dengan responden Seluruh Unit Satker Lingkup Pertanian

dan Eselon | lingkup Kementerian Pertanian. Jumlah Responden yang masuk

Al
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sebanyak 63 orang yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 43 orang Iaki-I\aﬁ.
Dari 63 responden tersebut, 1.59% berpendidikan S3, 52,38% berpendidikan S2,
sedangkan 44,44% lainnya berpendidikan terakhir D3/S1.

JENIS KELAMIN

Perempuan,
31.75%

Laki-laki,
68.25%

Gambar 20. Jenis Kelamin Responses Survey kepuasan layanan

Ditjen PSP TA 2020

Dilihat dari usia, sebagian besar responden berusia 31 — 40 tahun dengan proporsi
sebesar 25,40%. Diikuti dengan responden yang berusia 41 — 50 tahun sebesar

46,03%, kemudian responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 28,57%.

Usia

41-50 tahun
46.03%

M 31-40 tahun M 41-50 tahun ®>50 tahun

Gambar 21. Usia Responses Survey kepuasan layanan Setditien PSP TA 2020

Sebagian besar responden telah bekerja di Ditien PSP selama 1 — 10 tahun,

dengan persen responden sebanyak 19,05%. Urutan kedua adalah responden

e,
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yang telah bekerja selama 11 — 20 tahun sebanyak 46,03%. Urutan ketiga adala
responden yang telah bekerja selama 21 — 30 tahun sebanyak 30.16%. Sementara

responden yang telah bekerja di PSP selama lebih dari 30 tahun berada di posisi

selanjutnya dengan 4,76%.

Masa Kerja

1-10 tahun
19050 S

11 - 20 tahun

46.03%

E1-10tahun ®11-20tahun ®21-30tahun > 30 tahun

Gambar 22. Masa Kerja Responses Survey kepuasan layanan Setditjien PSP
TA 2020

Form isian kepuasan pelanggan Ditjen PSP berisikan pertanyaan yang diharapkan
dapat memberikan gambaran bagaimana stakeholder di lingkup Ditjen PSP
menilai layanan yang diberikan oleh Ditjen PSP selama Tahun 2020.

Nilai Seharusnya/Nilai yang diharapkan adalah nilai harapan atau performance
yang diharapkan oleh responden, sedangkan Nilai Saat ini adalah nilai yang
dirasakan saat ini atau performance saat ini.

Keduanya berada pada rentang LIKERT 1 - 4 dengan ketentuan sbb:

1 = Sangat Puas

2 = Puas

3 =Tidak Puas

4 = Sangat Tidak Puas

Poin-poin yang ditanyakan sudah disesuaikan dengan uPermentan No
53/Permentan/OT.040/11/2016 tentang Uraian Tugas dan Pekerjaan Unit Eselon
Il Lingkup Ditjen PSP.

,p),#,,«g
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A. Perluasan dan Perlindungan Lahan (Optimasi Lahan)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan 32063
Optimasi Lahan
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Optimasi Lahan 3,1270
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 31429
kegiatan Optimasi lahan
Penyelenggaraan bimbingan teknis pada kegiatan Optimasi 31587
lahan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 31587
Optimasi Lahan
Optimasi Lahan dapat meningkatkan indeks pertanaman 3,2540

Rata-rata 3,1746

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap layanan Direktorat Perluasan dan
Perlindungan Lahan untuk kegiatan Optimasi Lahan memperoleh nilai
kepuasan rata-rata sebesar 3,1746 dari 4. Kepuasan tertinggi sebesar 3,2540
diperoleh dari poin “optimasi lahan dapat meningkatkan indeks pertanaman”.
Sedangkan nilai kepuasan terendah didapat dari poin “pelaksanaan kebijakan
pada kegiatan Optimasi Lahan”. Ini menunjukkan bahwa Direktorat Perluasan
dan Perlindungan Lahan harus lebih memperhatikan poin pelaksanaan

kebijakan pada kegiatan optimasi lahan.

B. Irigasi Pertanian (Rehabilitasi Jaringan Irigasi)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada

, e e o 3,2857
kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan 32698
Irigasi ’
J-’f\%@g
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Poin pernyataan Kepuasan 7
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 3.1746
kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan Rehabilitasi 32381
Jaringan Irigasi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 31905
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat meningkatkan indeks 3,2857
pertanaman
Rata-Rata S

Nilai kepuasan rata-rata dari Direktorat Irigasi Pertanian untuk kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebesar 3,2407. Kepuasan tertinggi diperoleh dari
poin “proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan
Rehabilitasi Jaringan lIrigasi” serta poin “Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat
meningkatkan indeks pertanaman”. Sedangkan nilai kepuasan terendah
didapat dari poin pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada

kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

C. Irigasi Pertanian (Pembangunan Embung)

Poin pernyataan Kepuasan
Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada 33810
kegiatan Pembangunan Embung
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Pembangunan
Embung 3,3333
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 33016
kegiatan Pembangunan Embung
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan 33175
Pembangunan Embung

I
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Poin pernyataan Kepuasan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3.2857
Pembangunan Embung
Pembangunan Embung dapat meningkatkan indeks 3.3333
pertanaman
Rata-Rata 3,3254

Kegiatan Pembangunan Embung dari Direktorat Irigasi Pertanian
memperoleh nilai kepuasan rata-rata sebesar 3,3254. Nilai kepuasan rata-rata
ini sekaligus merupakan nilai kepuasan tertinggi dibandingkan dengan
kegiatan lainnya di Ditjen PSP selama tahun 2020. Kemudian nilai kepuasan
tertinggi di antara poin pernyataan kegiatan pembangunan embung, diperoleh
dari poin “proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan
Pembangunan Embung” dengan nilai kepuasan sebesar 3,381. Sedangkan
nilai kepuasan terendah yaitu 3,2857 didapat dari poin “Pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Embung”.

D. Irigasi Pertanian (Irigasi Perpompaan)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada 33651
kegiatan Irigasi Perpompaan
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Irigasi Perpompaan 3,3810
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 33175
kegiatan Irigasi Perpompaan
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan Irigasi 33175
Perpompaan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 32381
Irigasi Perpompaan
Irigasi Perpompaan dapat meningkatkan indeks pertanaman 3,3333

Rata-Rata 3,3254

oFe,
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Nilai kepuasan rata-rata dari kegiatan Irigasi Perpompaan sebesar 3,3254.
Nilai kepuasan rata-rata kegiatan Irigasi Perpompaan juga merupakan nilai
kepuasan tertinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya di Ditien PSP
selama tahun 2020. Poin pernyataan “Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan
Irigasi Perpompaan” memperoleh nilai kepuasan tertinggi sebesar 3,381.
Sedangkan poin pernyataan “Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan” mendapatkan nilai kepuasan
terendah diantara poin lainnya dari kegiatan irigasi perpompaan. Hal ini

menunjukkan kurangnya pemantauan dan evaluasi pada kegiatan tersebut.

E. Irigasi Pertanian (Irigasi Perpipaan)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada 3.2608
kegiatan Irigasi Perpipaan
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Irigasi Perpipaan 3,2222
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 3.1905
kegiatan Irigasi Perpipaan
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan Irigasi 3.9540
Perpipaan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 39292
Irigasi Perpipaan
Irigasi Perpipaan dapat meningkatkan indeks pertanaman 3,2857

Rata-Rata 3,2407

Kegiatan irigasi pertanian memperoleh nilai kepuasan rata-rata sebesar
3,2407. Nilai kepuasan tertinggi sebesar 3,2857 diperoleh dari poin
pernyataan “Irigasi Perpipaan dapat meningkatkan indeks pertanaman”.
Sedangkan nilai kepuasan terrendah vyaitu 3,1905 didapat dari poin
“‘Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan Irigasi

Perpipaan”.

flV
97
TN
7




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 \'i,_.
— e O T — (
-

F. Pembiayaan Pertanian (AUTP)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada 31429
kegiatan AUTP
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan AUTP 3,0476
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 3.0952
kegiatan AUTP
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan AUTP 3,0635
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 30317
AUTP
Penggunaan dana klaim untuk pertanaman berikutnya 3,0476

Rata-Rata 3,0714

Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari Direktorat Pembiayaan
Pertanian memperoleh nilai kepuasan rata-rata sebesar 3,0714. Nilai
kepuasan tertinggi untuk kegiatan AUTP diperoleh dari poin “Proses
penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan AUTP” sebesar
3,1429. Sedangkan nilai kepuasan terendah yaitu 3,0317 didapat dari poin
“Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan AUTP”. Hal ini

menunjukkan kurangnya pemantauan dan evaluasi pada kegiatan tersebut.

G. Pembiayaan Pertanian (AUTS/K)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan 3.0052
AUTS/K

Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan AUTS/K 3,0794
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada 3.0159
kegiatan AUTS/K

Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan AUTS/K 3,0952

o,
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Poin pernyataan Kepuasan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3 0159
AUTS/K ’
Penggunaan dana klaim untuk pembelian ternak Sapi / Kerbau 3,0794
Rata-Rata 3,0635

Nilai kepuasan rata-rata untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
(AUTS/K) dari Direktorat Pembiayaan Pertanian sebesar 3,0635. Nilai
kepuasan rata-rata untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
(AUTS/K) merupakan nilai kepuasan terendah dibandingkan dengan kegiatan
lainnya di Ditien PSP selama tahun 2020. Poin pernyataan “Pelaksanaan
norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan AUTS/K” dan
‘Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan AUTS/K”
memperoleh nilai kepuasan terendah sebesar 3,0159. Sedangkan poin
pernyataan “Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan
AUTS/K” dan “Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan AUTS/K”
mendapatkan nilai kepuasan tertinggi diantara poin lainnya sebesar 3,0952.

H. Pupuk dan Pestisida (E-RDKK)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada

3,1746
kegiatan E-RDKK

Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan E-RDKK 3,1429

Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada

kegiatan E-RDKK 31746
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan E-RDKK 3,1111
Verifikasi dan validasi pupuk subsidi 3,0317
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 31270
E-RDKK

Rata-Rata 3,1270
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E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) pada Direktorat Pupuk
dan Pestisida memperoleh nilai kepuasan rata-rata sebesar 3,1270.
Kepuasan tertinggi sebesar 3,1746 diperoleh dari poin “Proses penyusunan
rencana kerja dan anggaran pada kegiatan E-RDKK” dan “Pelaksanaan
norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan E-RDKK”. Sedangkan
nilai kepuasan terendah didapat dari poin “Verifikasi dan validasi pupuk
subsidi” sebesar 3,0317. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Pupuk dan
Pestisida harus lebih memperhatikan poin “Verifikasi dan validasi pupuk

subsidi”.

I. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan Pra Panen)

Poin pernyataan Kepuasan

Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kegiatan 3.1270
Alsintan Pra Panen
Pelaksanaan kebijakan pada kegiatan Alsintan Pra Panen 3,0794
Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan 31111
Alsintan Pra Panen
Penyelenggaran bimbingan teknis pada kegiatan Alsintan Pra Panen 3,1270
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 3.0635
Alsintan Pra Panen
Penggunaan aplikasi BASTB Online dalam rangka pelaporan 3,1905
Alsintan Pra Panen

Rata-Rata 31164

Nilai kepuasan rata-rata untuk kegiatan Alsintan Pra Panen dari Direktorat Alat
dan Mesin Pertanian sebesar 3,1164. Poin pernyataan “Pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alsintan Pra Panen”
memperoleh nilai kepuasan terendah sebesar 3,0635. Sedangkan poin
pernyataan “Penggunaan aplikasi BASTB Online dalam rangka pelaporan
Alsintan Pra Panen” mendapatkan nilai kepuasan tertinggi diantara poin

lainnya sebesar 3,1905.
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Nilai Kepuasan untuk seluruh Kegiatan

Kegiatan Kepuasan

Perluasan dan Perlindungan Lahan (Optimasi
- 3,1746
Irigasi Pertanian (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) 3,2407
Irigasi Pertanian (Pembangunan Embung) 3,3254
Irigasi Pertanian (Irigasi Perpompaan) 3,3254
Irigasi Pertanian (Irigasi Perpipaan) 3,2407
Pembiayaan Pertanian (AUTP) 3,0714
Pembiayaan Pertanian (AUTS/K) 3,0635
Pupuk dan Pestisida (E-RDKK) 3,1270
Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan Pra Panen) 3,1164

Tingkat Kepuasan 3,1872

Nilai kepuasan rata-rata untuk seluruh kegiatan sebesar 3,1872. Nilai kepuasan ini
masih berada dibawah target yang ingin dicapai yaitu 3,3. Meskipun nilai kepuasan
masih dibawah target, namun secara persentase termasuk dalam kategori
Berhasil sebesar 96,58%. Kegiatan Pembangunan Embung dan Irigasi
Perpompaan dari Direktorat Irigasi Pertanian merupakan kegiatan dengan nilai
kepuasan tertinggi sebesar 3,3254. Sedangkan nilai kepuasan terendah
didapatkan dari kegiatan AUTS/K di Direktorat Pembiayaan Pertanian sebesar
3,0635.
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3.1.3 Capaian Sasaran Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana ol

dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

1. Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sasaran kegiatan adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nilai Kinerja (NK)
berdasarkan PMK 249 tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan PMK 214 tahun
2017 adalah 85.89 Nilai dan jika dibandingan dengan target maka capaian IKSP
sebesar 81 Nilai maka capaian Setditien PSP pada IKSP ini adalah 106.04% atau
masuk dalam katagori “Sangat Berhasil”.

Smrt

Sumber Data : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 23. Capaian Indikator Kinerja PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP 2020

Sesuai data pencapaian indikator kinerja PMK 214 Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian sesuai monitoring dan nilai kinerja Unit Eselon | tahun anggaran
2020 dapat terlihat pada gambar 24 berikut :
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Sumber Data : Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Gambar 24. Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari gambar 24 dapat terlihat nilai kinerja Direktorat Jenderal PSP sebesar 85.89
dengan rata-rata nilai kinerja satker lingkup Direktorat Jenderal PSP sebesar
77,55 dengan nilai pencapaian program 98.78, penyerapan anggaran 96,84 dan

capaian keluaran program sebesar 99,97 dengan tingkat efisiensi 3.13.

Tren pencapai IKSP nilai PMK 214 tahun 2017/PMK 249 Tahun 2011 adalah

sebagaimana dalam grafik Gambar 25.

NILAI PMK 249 Ditjen PSP

85.89
) .

2017 2018 2019 2020

Gambar 25. Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 Ditjen PSP th
2017 sd 2020

Terjadinya naik turun capaian nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2017

bila disandingkan dengan pencapaian nilai tahun 2018 dan ada peningkatan di
e,
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tahun 2019 karena upaya sosialisasi yang telah dilakukan Ditjen PSP dalam

pencapaian kinerja telah tersosialisasi dengan baik pada satker di lingkup Ditjen
PSP.

Rata-rata nilai kinerja satker lingkup Direktorat Jenderal PSP telah menunjukkan
hasil yang cukup memuaskan vyaitu sebesar 69,76, sesuai data monitoring
partisipasi satuan kerja tahun anggaran 2020, sebanyak 92 satker lingkup
Direktorat Jenderal PSP konsisten menyampaikan dan mengentri laporan
pencapaiannya bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 sehingga indikator

partisipasi “hijau” atau bagus.

Jika melihat berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam PK Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian pencapaian atas indikator kinerja “Nilai kinerja
Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian” rata-rata
memuaskan dengan capaian 100%. Tren pencapaian kinerja Ditien PSP dapat
dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 26. Tren Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 Ditjen
PSP th 2017 sd 2020

Sebagaimana terlihat pada gambar 26, Tren pencapaian nilai kinerja berdasarkan

PMK 214 Ditjen PSP dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berada diatas target yang
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telah ditetapkan, hal tersebut juga dipengaruhi dari peningkatan nilai kinerja
berdasarkan Ditjen PSP.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai karena adanya perubahan metode
perhitungan berdasarkan PMK 249 2011 yang dituangkan pada PMK 214 tahun
2017, namun upaya peningkatan nilai kinerja terus dilakukan Sekretariat Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sehingga pada tahun 2020 pencapaian

nilai kinerja menjadi jauh lebih baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian dalam rangka meningkatkan pencapaian atas penerapan
PMK 214 antara lain :

1. melakukan sosialisasi pelaporan online dan Pemutahiran Data Pelaporan
Online Ditjen PSP Tahun 2020. Kegiatan berupa pertemuan dan workshop
pelaporan online yaitu berupa aplikasi SMART, MPO dan E-Monev Bappenas.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari petugas
pelaporan online dari seluruh satker Ditjen PSP di seluruh Indonesia sehingga
diperoleh data dan informasi kegiatan yang lengkap. Tahun 2020 terkendala
dengan adanya pandemi Covid 19 sehingga pertemuan secara tatap muka
langsung tidak dilaksanakan tapi dilakukan dengan secara online yang
dilaksanakan di ruang rapat AWR Ditjen PSP 29 Juni 2020.
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2. Melakukan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
melalui penyajian data informasi pembangunan PSP dengan pengolahan data
dan informasi.

Melakukan evaluasi dan monitoring serta percepatan pelaporan online satker
secara berkala, untuk meningkatkan kedisiplinan satker dalam menyampaikan
pelaporan kinerja serta pemutahiran data atas pelaksanaan kegiatan dan

kinerja menyeluruh satker lingkup Ditjen PSP.
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3.2 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerj\a

Tahun 2020 adalah tahun ke 1 (pertama) dalam kurun waktu 2020-2024
pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian. Capaian kinerja
kegiatan pada tahun ini bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama
lima tahun adalah sebagai berikut :
1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Apabila dilihat dari target pencapaian 2016-2020 sebesar 953,924 ha, sampai
dengan Tahun 2020 telah dilaksanakan seluas 1,007,563 ha atau 105,62 %.
Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan rehabilitasi
jaringan irigasi pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif

Infrastruktur melalui anggaran satker pusat.

Gambar 27. Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi
Periode TA. 2016-2020

Tahun Target Capaian %
500,000 2016| 449,640 | 448253 |  99.69
2017| 100,000 | 99,955 |  99.96
2018| 134,700 | 170,636 | 126.68
o | 2019| 134,075 | 154,666 | 115.36
o - 2020] 135509 | 134,053 |  98.93

2) Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan

Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan Irigasi perpompaan/perpipaan
sebesar 4.195 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan
Perpompaan/Perpipaan pada tahun 2016-2018 sebanyak 3.259 unit atau

mencapai 77,69 %.
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Gambar 28. Capaian Kegiatan & Target Irigasi Perpompaan/PerpipéWl
Periode TA. 2015-2020

1,800 Tahun| Target | Capaian %

160K 12016 1,691 1,542 91.19
1400 2017 500 492 98.40
- 'VM*—“‘-‘(‘U 12018 1,071 1,225 | 114.38
o .2019 933 910 97.53
.. 2020 1,138 1,138 | 100.00
80 bUL.UO

i 20.00

A00

e 20.00

200

IR}

Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan irigasi
perpipaan/perpompaan pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif

Infrastruktur melalui anggaran satker pusat.
3) Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage

Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan Embung Pertanian/Dam Parit/Long
Storage sebesar 3.569 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan
Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage pada tahun 2016-2020 sebanyak
4.000 unit atau mencapai 112,08 %.
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Gambar 29. Capaian Kegiatan & Target Embung Pertanian/Dam Parit/Lb?g
Storage Periode TA. 2016-2020

) 000 Tahun Target | Capaian %
2,000 2016 1,869 1,793 95.93
1,800 487 97.40
1 600 668 167.00
652 163.00
1,400 400 100.00
1,200
1,000
BOO
600
400

200

2016

2017 2018 2019 2020

B arget N Capaian e

4) Optimasi Lahan

Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan optimasi Lahan sebesar 1.15.529 unit,
telah dilaksanakan optimasi lahan pada tahun 2015-2019 sebanyak 1.121.314
unit atau mencapai 95,39 %. Penurunan capaian kegiatan karena terjadinya
perubahan kebijakan pengelolaan optimasi lahan dan dokumen anggaran,
RKAKL dan POKnya mengalami keterlambatan. Beberapa lokasi CPCL
memiliki eskalasi yang berat sehingga lokasi harus di batalkan karena
keterbatasan waktu pelaksanaan, adanya keterbatasan sumberdaya (SDM)

yang menangani administrasi baik di provinsi maupun di Kabupaten.
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Gambar 30. Capaian Kegiatan & Target Optimasi Lahan Periode TA. 20

450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

50,000

2020 Tahun Target | Capaian %
2016 4,779 3,999 83.68
2017 135,949 | 125,608 92.39
2018 83,500 63,303 75.81
2019 404,109 | 337,025 83.40
2020 50,000 | 44,826 89.65

5

2016 2017 2018 2019 2020

BN Target S Copaian et

5) Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi

teralokasi sebesar 46,424,467 ton, telah dilakukan penyaluran pupuk
bersubsidi pada tahun 2016-2020 sebanyak 45,053,667 ton atau mencapai

97,05 %.

Gambar 31. Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2016-2020

9,800,000
9,600,000
9,400,000
9,200,000
9,000,000
8,800,000
8,600,000
8,400,000
8,200,000
8,000,000

Tahun Target Capaian %
2016 9,550,000 [ 9,197,765 96.31
2017 9,550,000 [ 9,270,007 97.07
2018 9,550,000 [ 9,289,625 97.27
2019 8,874,000 | 8,708,647 98.14
2020 8,900,467 | 8,587,623 96.49

2016 2017 2018 2019 2020

[ Target  mm Capaian e 9
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Dari gambar 31 terlihat trend penyaluran pupuk bersubsidi semakin meningkat,
hal tersebut berhubungan dengan target Kementerian Pertanian dalam
mendukung program Ketahanan Pangan dan semakin meningkatnya

pemahaman akan penggunaan pupuk di masyarakat.

6) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan AUTP teralokasi sebesar 4.500.000
Ha, telah dilakukan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi pada tahun 2016-2020
sebanyak 4.275.343 Ha atau mencapai 95,01%.

1,200,000 120.00
1,000,000 100.00
800,000 50.00
60C,000 b0.00
400,000 $0.C0

Q0,000 0.00
0.00
2016 207 2018 2019 2020
S Tarpet S CApaian e
Tahun Target Capaian %

2016 500,000 499,962 99.99
2017 | 1,000,000 997,961 99.80
2018 | 1,000,000 806,200 80.62
2019 | 1,000,000 971,219 97.12
2020 | 1,000,000 | 1,000,001 100.00

4,500,000 4,275,343 95.01

7) Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)
Berdasarkan target 2016-2020 kegiatan AUTS teralokasi sebesar 530.000
Ternak, telah dilakukan Klaim Asuransi Ternak Sapi/Kerbau pada tahun 2016-
2020 sebanyak 460.694 Ternak atau mencapai 86,92%.
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160,000 120.00
140,000
100:00 100.00
120,000
80.00
100,000
80,000 60.00
60,000
40.00
40,000
20.00
20,000 -
- 0.00
2016 2017 2018 2019 2020

N Target BN Capaian ess==9%

Tahun Target | Capaian %
2016 20,000 20,000 100.00
2017 120,000 91,831 76.53
2018 120,000 88,673 73.89
2019 150,000 | 140,190 93.46
2020 120,000 | 120,000 100.00

530,000 460,694 86.92

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Penyediaan
dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, menjadi pelaksana
penganggaran dengan nominal kedua terbesar di Kementerian Pertanian sebesar
Rp 2.925.064.980.000,- dan dilaksanakan oleh 93 satker dimana di dalamnya
hanya terdapat satu satker pusat.

Pencapaian atas kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi tahun 2020 sesuai aplikasi
SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)
dapat dilihat pada gambar 27.

Gambar 27. Pencapaian Kinerja Ditien PSP dan Efisiensi Tahun 2020 sesuai
Aplikasi SMART
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Dengan tanggung jawab nominal dan target fisik yang besar serta ditambah dengan
banyaknya jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program, pelaksanaan kegiatan
prasarana dan sarana pertanian di seluruh Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan
mudah. Namun dengan kerja keras dari semua pihak,
Ditjien PSP berhasil merealisasikan 96,84% alokasi anggarannya, dengan capaian

keluaran sebesar 99,97% (berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan).

Pencapaian tersebut juga tidak dapat dipungkiri karena konsistensi dari seluruh
Satker untuk melakukan pencairan anggaran mendekati RPD (Rencana Pencairan
Dana) sehingga skor RPD tingkat Eselon | di aplikasi SMART mencapai nilai 100,
yang merupakan nilai sempurna. RPD ini dibandingkan terhadap RPD yang sudah
tercatat secara otomatis di DIPA masing-masing Satker sehingga keseluruhan
proses benar-benar otomatis tanpa campur tangan operator satker untuk

menentukan nilai kinerjanya.

Sementara untuk efisiensi, angka tersebut diperoleh dari jumlahan selisih antara
realisasi anggaran seharusnya per output dan realisasi anggaran aktual per output
di setiap satker yang dibandingkan dengan total anggaran yang seharusnya
dikeluarkan untuk membiayai penyelesaian pada setiap volume keluaran per output.
Formula ini diartikan sebagai besarnya sumber daya yang dapat dihemat oleh
pelaksana kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan volume keluaran yang
ditargetkan. Nilai efisiensi berada pada 3.13 yang dapat menunjukkan kemampuan
unit kerja dalam mengelola sumber daya anggaran yang dikelola untuk mencapai

output yang optimal.
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Kegiatan Ditjen PSP sebagian besar merupakan kegiatan fisik atau pengadaan alat
mesin yang standar harga satuannya sudah dapat diperkiraan sejak awal
penyusunan dokumen penganggaran, maka dengan berbagai optimalisasi dan
pengefektifitasan pekerjaan di lapangan, Ditjen PSP berhasil mencapai efisiensi
sebesar 3,13. Ini berarti Ditien PSP telah mampu melakukan efisiensi anggaran
sebesar 3,13% dalam melaksanakan keseluruhan kegiatannya di seluruh Satker

pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dari keseluruhan skor yang dijabarkan di atas, kinerja Ditjen PSP pada Tahun
Anggaran 2020 adalah sebesar 85.89. Skor tersebut masuk ke dalam kategori

Sangat Baik.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap Business Canvas

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Layanan ini dilakukan
kepada internal pertanian, mulai dari petugas di tingkat pusat, propinsi, kabupaten
dan petani pada khususnya. Layanan ini berupa anggaran, peningkatan
kompetensi SDM di pusat maupun daerah berupa Rapat Koordinasi, Rapat teknis,

pembinaan, pendampingan dan lain-lain.

Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan
berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal
Kementerian Pertanian, dipenuhi dengan memfasilitasi pembangunan prasarana

dan sarana pertanian sesuai kebutuhan dan ketersedian anggaran.

Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal
untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian
Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian,
meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Janji ini dipenuhi
dengan fasilitasi pembiayaan, pupuk bersubsidi, peralatan dan mesin pertanian pra

panen, dan pembiayaan pertanian.
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Kesemua janiji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan
oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar.
Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan
perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian,
layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan,
layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan
reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam
menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang
tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana
dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan

prasarana dan sarana pertanian.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1) Nilai WBKWBBM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran haril utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta

peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membangun unit

kerja/satuan kerja sehingga memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju
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2)

WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan

kerja lainnya.

Predikat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya
telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan

penguatan kualitas pelayanan publik.

Nilai SPI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) merupakan proses yang integral
dalam pengendalian pengelolaan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Sistem ini bila diterapkan dengan baik dapat memberikan umpan balik sebagai

bahan koreksi dan perbaikan dari pimpinan instansi dan unit kerja.

Sebagaimana arahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern
(SPI) terdiri dari beberapa unsur, yaitu : (a) lingkungan pengendalian; (b)
penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan
(e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPI
sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan secara terpadu dan

menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Pada tahun 2019 nilai SPI Ditjen PSP hasil penilaian oleh BPKP sebesar 3,195
dengan kategori "terkelola dan terukur” meningkat bila dibandingkan dengan

tahun 2018 sebesar 3.074.
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3) Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan (Kegiatan Pengembangan
Jalan Usaha Tani)

Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan
agribisnis memerlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan
sarana pertanian yang menunjang digunakannya peralatan dan mesin untuk pra
dan pasca panen serta pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke
lokasi. Penggunaan peralatan dan mesin pertanian sudah merupakan
kebutuhan yang sangat mendesak karena semakin berkurangnya tenaga kerja
yang masih bertahan dibidang pertanian.

Untuk memenuhi persyaratan penggunaan peralatan dan mesin pertanian serta
pengangkutan sarana produksi dan hasil panen diperlukan fasilitas jalan,
jembatan serta kelengkapannya yang memadai. Keberadaan jalan pertanian
sangat penting bagi petani dan merupakan suatu peluang yang dapat
ditingkatkan kualitas dan fungsinya menjadi suatu jalan pertanian yang sesuai
dengan standar dalam pembangunan dan rehabilitasinya.

Selain itu jalan pertanian yang ada sebagian besar masih berupa galengan dan
belum memenuhi syarat bagi penggunaan peralatan dan mesin maupun
pengangkutan saprodi dan hasil panen. Agar peralatan mesin pertanian
maupun alat transportasi dapat dimanfaatkan oleh petani secara optimal, maka
perlu dibangun atau dikembangkan sarana jalan pertanian pada lahan
usahanya.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan adanya suatu
‘Pengembangan Jalan Pertanian” untuk merangsang masyarakat/petani dalam
pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian sehingga masyarakat/petani merasa
memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan
jalan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan pengembangan Jalan Pertanian pada
lokasi lahan pertanian yang memadai dalam memperlancar mobilitas alat mesin
pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan
pertanian, hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek
teknis, sosial, ekonomis, dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari
penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), pembuatan desain
sederhana, penyiapan lahan, termasuk pengembangan infrastruktur seperti
gorong-gorong, jembatan dan saluran drainase.
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Dalam pelaksanaan pengembangan tersebut mutlak melibatkan petani secara
langsung, transparan dan dilaksanakan melalui pola bantuan pemerintah, serta
dalam pengembangan jalan pertanian didasarkan pada pendekatan kawasan
secara terpadu. Dengan demikian setiap lokasi pengembangan jalan pertanian
diarahkan pada hamparan yang luas/kompak serta memenuhi skala ekonomi
dan tidak dialih fungsikan ke penggunaan lain. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan dalam pengembangan jalan pertanian adalah melalui penumbuhan
sentra-sentra komoditas pertanian yang mudah di jangkau dan berkualitas.

Tujuan kegiatan pilot percontohan pengembangan jalan pertanian adalah:

a. Membangun jalan pertanian baru, meningkatkan kapasitas atau
merehabilitasi jalan pertanian.

b. Memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi
pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.

Sasaran kegiatan pilot percontohan pengembangan jalan pertanian :

a. Terbangun/ terehabilitasinya jalan pertanian baru yang sesuai dengan
standar yang telah di tentukan di kawasan peruntukan pertanian meliputi
kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan,
kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perternakan.

b. Bertambah lancarnya mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana
produksi pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian
di kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman
pangan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya hortikultura dan
kawasan budidaya perternakan.

Untuk Kegiatan Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian Tahun 2020
Anggaran Pelaksanaan adalah sebesar Rp82.587.500.000,- dengan rincian
untuk belanja Bantuan Bantuan Pemerintah adalah sebesar Rp80.000.000.000
dan biaya operasional sebesar Rp2.587.500.000.

Terdapat revisi anggaran dari anggaran pengurangan dalam pelaksanaan
kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian ini sebesar Rp2.520.875.000 yang
dialihkan untuk Kegiatan Kooporasi Food Estate di Kalimantan Tengah melalui
Revisi POK. Total anggaran Kegiatan Jalan Pertanian TA. 2020 menjadi
sebesar Rp79.938.630.000, dengan Realisasi pelaksanaan Kegiatan

Al
e,

_118 _
.9$«,




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020 \'i,_.
— e O T — (
-

Pengembangan Jalan Pertanian adalah sebesar 77.836.596.155 atau sebesar
97,37%

Kegiatan Pembangunan Surjan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Didalam anggaran Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan, juga

dipergunakan untuk pembayaran kegiatan pembuatan Surjan sebesar

1.283.900.000 dengan rincian :

a. Kab Kapuas sebesar Rp.855.000.000.000 lokasi di Desa Tambah Luar
Kecamatan Bataguh dengan wilayah cakupan surjan seluas 200Ha dengan
dengan Realisasi 100%

b. Kab Pulang Pisau sebesar Rp. 428.900.000 lokasi di Desa Tahai Baru
Kecamatan Maliku dengan wilayah cakupan 100Ha dengan realisasi 100%.

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pengembangan Jalan pertanian
melalui Tambahan ALokasi ANggaran Belanja Tambahan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN).

Sasaran jalan pertanian

a. Terbangun/ Terehabilitasinya Jalan Pertanian Baru Yang Sesuai Dengan
Standar Yang Telah Di Tentukan Di Kawasan Peruntukan Pertanian Meliputi
Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Kawasan Budidaya Perkebunan,
Kawasan Budidaya Hortikultura.

b. Bertambah Lancarnya Mobilitas Alat Mesin Pertanian, Pengangkutan Sarana
Produksi Pertanian Dan Hasil Produksi Pertanian Dari Dan Ke Lahan
Pertanian Di Kawasan Peruntukan Pertanian Meliputi Kawasan Budidaya
Tanaman Pangan, Kawasan Budidaya Perkebunan, Kawasan Budidaya
Hortikultura.

Tujuan

kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Jalan Pertanian Dalam Rangka

Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid Tahun Anggaran 2020

adalah:

a. Pengembangan Jalan Pertanian dalam bentuk pemberian bantuan
pemerintah sebagai stimulan dalam menggerakkan ekonomi petani atau

masyarakat sekitar di daerah yang terdampak covid.
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b. Pengembangan Jalan Pertanian lebih mengedepankan upaya
menggerakkan tenaga kerja secara padat karya dan agar disesuaikan
dengan kebutuhan kondisi setempat.

c. Kegiatan pembangunan/peningkatan kapasitas/rehabilitasi jalan perta nian
agar mengedepankan perputaran roda ekonomi lokal seperti penyediaan
bahan/material dan atau tenaga kerja pada masing-masing lokasi jalan
pertanian.

d. Perbandingan komposisi biaya akan disesuaikan agar lebih memperhatikan
keperluan padat karya petani.

e. Metode Penentuan lokasi salah satunya akan ditetapkan berdasarkan
dampak covid dimasing-masing kabupaten.

f. Membangun jalan pertanian baru, meningkatkan kapasitas atau
merehabilitasi jalan pertanian.

g. Memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi
pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.

Anggaran dan Realisasi

Untuk Kegiatan Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian melalui ABT untuk
Program PEN Tahun 2020 Anggaran Pelaksanaan adalah sebesar
Rp64.489.000.000,- dengan rincian untuk belanja Bantuan Bantuan Pemerintah
adalah sebesar Rp64.361.500.000 dan biaya operasional sebesar
Rp127.500.000, dengan Realisasi pelaksanaan Kegiatan adalah sebesar
62.801.464.200 atau sebesar 97,38%.

Pelaksanaan untuk kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi untuk Pengembangan
Jalan Pertanian TA 2020 mendapat alokasi sebesar Rp 144.427.630.000
dengan realisasi anggaran sebesar 140.638.060.355 atau sebesar 97,38%.

4) Pengembangan Food Estate berbasis Korporasi Petani di Kalimantan
Tengah tahun 2020.
Pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan
dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan,
mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat disatu sisi lahan

pertanian banyak yang beralih fungsi. Saat ini kontribusi produksi pertanian
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lahan rawa pada pangsa produksi pangan nasional masih rendah terkendala
oleh kondisi lahan yang masih marjinal, tata kelola air yang perlu diperbaiki,
budaya lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelola
lahan pertanian. Pengembangan kawasan tanaman pangan skala luas (food
estate) di lahan rawa Kalimantan Tengah merupakan upaya terobosan
peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional terutama
mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan

Rawa Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pengembangan komoditas

utama (padi) melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sejalan dengan

pengembangan komoditas pendukung (hortikultura, peternakan, perkebunan)
pada area Food Estate. Pengembangan pilot percontohan pengembangan
pertanian moderen, penguatan kelembagaan tani diharapkan dapat
mendukung pengembangan sistem pengelolaan hulu sampai hilir berbasiskan
koorporasi petani. Dukungan dari lintas kementerian/lembaga terkait berupa

kebijakan pengembangan infrastruktur, penyiapan Sumber Daya Manusia di

lokasi serta pengelolaan dan pemasaran hasil sangat diperlukan dalam

pengembangan Food Estate ini.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian berperan penuh dalam

penyediaan sarana produksi pertanian (Penyediaan, benih, herbisida, dolomit,

pupuk hayati, Urea dan NPK) dan pengawalan budi daya pertanian. Pada
tahun 2020 kegiatan pengembangan Food Estate di propinsi Kalimantan

Tengah difokuskan untuk pengembangan pada areal pertanian eksisting

seluas 30 ribu hektar yang berada di Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu ha dan

Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha.

Tujuan :

a. Membangun kawasan food estate melalui pengembangan komoditas
utama (padi), dan komoditas pendukung (hortikultura, perkebunan dan
peternakan) yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern
berbasiskan pengembangan cluster.

b. Mendorong sinergitas dengan stakeholders dalam pengembangan food
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estate berbasis tanaman pangan.
c. Mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.
Sasaran :

a. Meningkatnya luas tanam dan produksi komoditas utama (Padi) yang
dikembangkan.

b. Meningkatnya nilai tambah komoditas pendukung (Hortikultura,
Perkebunan, Peternakan).

c. Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani dalam pengembangan
komoditas pertanian.

d. Memperkuat kerjasama dan sinergi antar petani dengan stakeholders
terkait.

Berdasarkan luasannya, Pengembangan kawasan food estate diarahkan pada
pengembangan klaster yang terbagi atas kawasan masing-masing seluas lebih
kurang 10.000 ha. Setiap kawasan tersebut dibagi atas beberapa klaster
seluas 2.000 sampai 5.000 ha. Penetapan deliniasi kawasan dan klaster ini
didasarkan atas wilayah administratif dipadukan dengan faktor geografis dan
kesatuan secara sosial ekonomi, dengan menggunakan pertimbangan teknis,
ekonomi, dan sosial kelembagaan.

Pengembangan dan pengelolaan food estate ini melibatkan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, BUMN, kementerian lainnya, dan petani. Dalam hal ini,
petani terkonsolidasi dalam korporasi petani yang akan membentuk badan
usaha berbadan hukum milik bersama dengan bidang usaha diutamakan untuk
mendukung usaha tani mereka. Dalam jangka pendek model pengembangan
food estate akan dikembangkan pada lahan sawah eksisting melalui
intensifikasi, sedangkan perluasan areal baru (ekstensifikasi) akan
dilaksanakan pada tahun 2021 dan seterusnya menyesuaikan dengan
ketersediaan jaringan irigasi dan dukungan dari kementerian dan lembaga lain.

Target luasan pengembangan food estate sekitar 165.000 ha yang sebagian
besar berlokasi di lokasi Eks PLG. Pada tahun 2020 target pengembangan
seluas 30.000 ha, selanjutnya tahun 2021 target pengembangan food estate
pada luasan 55.456 ha untuk kegiatan intensifikasi dan seluas 73.500 ha untuk
kegiatan ekstensifikasi lahan. Pengembangan pada tahap awal seluas 30.000
ha ,dibagi menjadi tiga kawasan masing-masing seluas 10.000 ha, yakni 1
kawasan di Kabupaten Pulang Pisau dan 2 kawasan di Kabupaten Kapuas.
o,
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Kawasan di Pulang Pisau terdiri atas 3 klaster, sedangkan di Kabupaten
Kapuas terdiri 5 klaster. Di dalam kawasan ini dilakukan pula kegiatan dua unit
Demfarm atau “Center of Excellence” (COE), masing-masing seluas 1.000 ha.
CoE tersebut berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu,
Kabupaten Pulang Pisau serta Desa Terusan Karya dan Terusan Mulya,
Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas.

Rancangan infrastruktur dalam pengembangan kawasan food estate di lahan
rawa Kalimantan Tengah terdiri dari:

1) Infrastruktur tata air makro

2) Infrastruktur tata air mikro

3) Infrastruktur penunjang kegiatan lainnya (jalan desa, jalan usaha tani dll).

4) Infrastruktur pengelolaan pasca panen dan dukungan alat dan mesin
pertanian.

Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi/tata air dilakukan oleh
Kementerian PUPR yang terdiri dari Rehabilitasi dan Peningkatan fungsi tata
air makro meliputi saluran/kanalkanal besar mulai dari primer, sekunder,
hingga tersier dan rancangan infrastruktur tata air mikro meliputi: 1. Rehabilitasi
dan menyempurnakan tata air mikro yang ada serta redesain sistem
pengelolaan air pada masing-masing wilayah pengembangan 2. Meningkatkan
fungsi pintu-pintu air dengan model pintu yang lebih sesuai dan efektif. Adapun
pengembangan infrastruktur lainnya berupa jalan desa dan jalan usaha tani,
unit pengelolaan pascapanen, serta bengkel dan gudang.

Pengembangan kawasan food estate di lahan rawa Kalimantan Tengah
diarahkan dan dirancang untuk mewujudkan sistem produksi pangan yang
Maju, Mandiri, dan Modern melalui pemanfaatan inovasi teknologi terkini yang
dirancang secara terpadu dalam satu paket teknologi pola tanam serta
pengelolaan lahan dan tanaman. Untuk kelembagaan petani yang ada
diarahkan untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani melalui
konsolidasi petani dan usaha tani dalam wadah korporasi petani. Artinya, para
petani melakukan konsolidasi rantai nilai komoditas yang diusahakan dengan
membangun lembaga ekonomi yang mencakup seluruh atau sebagian simpul
rantai nilai, mulai dari pengadaan prasarana dan sarana, usaha budidaya
pertanian, penanganan pascapanen, hingga pengolahan dan pemasaran
produksinya.
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Berikut konsep pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani
ditampilkan dalam Gambar berikut.
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Konsep Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani

Keterangan:

(1) Petaniterkonsolidasi dalam poktan/gapoktan

(2) Fasilitasi sarpras dan pendukung lainnya

(3) Penyiapan Infrastruktur tata air

(4) Petani sebagai anggota Gapoktan mengusahakan budidaya pertanian

(5,8) Gapoktan Bersama dengan BUMN & BUMDes membentuk PT untuk
mengelola Korporasi Petani

(6) Bisnis RMU Desa terkonsolidasi dalam Korporasi Petani.

(7) Swasta sebagai mitra strategis Korporasi Petani.

(8) Korporasi Petani memasarkan produk hasil pertanian

Kegiatan pengembangan food estate pada tahun anggaran 2020 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 221,727,027,000 diarahkan untuk pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut: kegiatan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, penelitian
dan pengembangan pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia.
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Tabel 4.1. Ouput dan Anggaran Per Masing Masing Kegiatan

No Eselon | Output Kegiatan el
|  Ditien PSP 1. Terlaksananya kegiatan pengofahan lahan untuk pertanaman 1726
pada lahan seluas 30.000 ha
2. Terdistribusinya bantuan sarana produksi pertanian
(Herbisida, Dolomit, Pupuk Hayati, Urea, NPK) dan
ALSINTAN pada lahan sefuas 30.000 ha

Il Badan Litbang Pertanian  Terlaksananya kegiatan pengembangan CENTER OF 20
EXCELLENCE, melalui kegiatan pilot percontohan:

. Usahatani padi sawah (seed treatment)

Usahatani hortikultura (pekarangan)

Budidaya Itik (Pengolahan limbah, mixer, mesin tetas dil)

Budidaya Ikan (kofam 2 paket)

Perkebunan (di Areal JUT dan lahan pekarangan)

Pemetaan Kedalaman Pirit dan Kesuburan Tanah (30.000 ha)

R R O

Il Ditjen Perkebunan Terlaksananya kegiatan pengembangan benin kelapa genjah, 32
melalui pertanaman benih sebanyak 30.000 batang

Anggaran (Rp,

IV Ditjen Tanaman Pangan 1. Terdistribusinya alat dan mesin pertanian pasca panen: 85
- Combine Harvester Besar sebanyak 3 unit
- Rice Milling Unit sebanyak 3 unit
- Vertical dryer sebanyak 3 unit
- Power thrasher sebanyak 4 unit
2. Terlaksananya kegiatan pengendalian OFT i lokas| Food Estate

v Ditjen Hortkultura Terwujudnya kawasan Jeruk seluas 140 ba 10.9
Terwujudnya kawasan Durian seluas 150 ha

Terwujudnya kawasan Buah lainnya (Kelengkeng) 100 ha

Terwujudnya kawasan Cabai seluas 40 ha

. Terwujudnya kawasan Sayuran seluas 23 ha
VI Ditjen Peternakan Teraksananya kegiatan pengembangan itk sebanyak 7.650 ekor 19

VI Badan SOM 1. Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pendampingan a5
kegiatan pengembangan food estate oleh penyuluh pertanian
2. Tersaedianya sarana IT di KOSTRADA dan KOSTRATANI

ABLN -

TOTAL Ak

Realisasi Serapan  Anggaran dari  seluruh  kegiatan  sebesar
Rp203.101.172.096 (91,6%) dari anggaran yang teralokasi sebesar
Rp221.727.027.096. Secara rinci, progress serapan anggaran permasing

masing kegiatan dapat dilihat dari tabel 4.2

e,

125

R




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020
— e O e —

—
Tabel 4.2. Realisasi Serapan Anggaran Per Masing Masing Kegiatan
NO Eselon | ALOKASI REALISASI (%)
seion
ANGGARAN KEGIATAN 0
|_|Ditjen PSP 172.621.301.000 163.858.426.160 94,9
Il |Badan Litbang Pertanian 20.000.000.000 17.313.901.086 86,6
lll_|Ditjen Perkebunan 3.238.550.000 6.254.960 0,2
IV |Ditjen Tanaman Pangan 8.505.850.000 5.853.207.900 68,8
V |Ditjen Hortikultura 10.911.500.000 10.219.392.490 93,7
VI |Ditjen Peternakan 1.904.826.000 1.834.642.500 96,3
VIl |Badan PPSDMP 4.545.000.000 4.015.347.000 88,3
TOTAL 221.727.027.000 203.101.172.096 | 91,6

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN
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DOKUMENTASI BANTUAN SAPRODI
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Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) memberikan dukungan alat dan
mesin pertanian (alsintan) pascapanen dalam mendukung pengembangan
kawasan  food estate. Sarana  tersebut  diperuntukan bagi
poktan/gapoktan/organisasi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Pertanian/Bupati. Alsintan pascapanen yang dialokasikan untuk
pengembangan wilayah food estate tersebut adalah Combine Harvester Besar
sebanyak 3 unit, Power Thresher sebanyak 4 unit, Rice Milling Unit (RMU) dan
Vertical Dryer masing-masing 3 unit yang dilengkapi bangunan rumah
pelindung. Fasilitasi ini diberikan pada wilayah sentra pengembangan food
estate yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

B OR KT HARAPAN |
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Ditjen Perkebunan melakukan dukungan dengan memberikan :

Penyediaan Benih Kelapa Genjah

- Pengembangan komoditas Perkebunan sebagai komoditas pendukung pada
kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di lahan Rawa di Kabupaten
Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah adalah berupa benih Kelapa
Genjah dan pupuk organik pabrikan buatan yang ditanam pada lahan
pekarangan dan/ jalan usaha tani yang memiliki atau dekat dengan sumber
air.

- Pengembangan tanaman perkebunan diarahkan kepada Kelapa Genjah
yang memiliki sifat cepat berbuah, produksi buahnya tinggi dan mudah
diambil niranya, sehingga sangat cocok untuk ditanam di lahan pekarangan
dan/ jalan usaha tani.

- Melalui anggaran yang bersumber DIPA APBN Direktorat Jenderal Sarana
dan Prasarana Pertanian dialokasikan Penyediaan Benih Kelapa Genjah Di
Kabupaten Pulang Pisau pada Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi
Petani Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah berupa Kelapa Genjah sebanyak
30.000 btg untuk 7.500 KK (4 btg/ KK) dan Pupuk Organik 67.265 untuk 7.500
KK.

- Pengadaan Benih Kelapa Genjah sebanyak 30.000 batang dilakukan melalui
tender cepat hingga dua kali dan dinyatakan selesai tanpa ada pemenang /
gagal oleh Pokja UKPBJ berdasarkan berita acara hasil tender yang
disampaikan oleh Pokja UKPBJ melalui Surat No

e,
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03899/PL.010/A.5.3/11/2020 Tanggal 20 November 2020 dan No
04089/PL.010/A.5.3/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020.

- Benih Kelapa Genjak sebanyak 1000 Batang yang telah tertanaman di area
Centre of Excellent telah diselesaikan proses administrasi dengan anggaran
Direktorat Jenderal Perkebunan pada UPT Pusat Balai Besar Perbenihan

dan Proteksi Perkebunan Medan.

Ditjen Peternakan memberikan dukungan berupa :

Pengembangan ltik Petelur

Itik merupakan salah satu komoditas unggas lokal yang mempunyai potensi
untuk dikembangkan secara komersial. Usaha budidaya ternak itik lokal
umumnya masih dikelola secara tradisional dengan skala usaha kecil. Untuk itu
perlu upaya khusus agar usaha budidaya itik lokal dapt menjadi usaha pokok
yang memberikan nilai tambah bagi peternak. Upaya yang perlu dilakukan
adalah megintegrasikan usaha mulai dari hulu sampai hilir (pembibitan,
budidaya, pasca panen dan pemasaran), sehingga terbentuk kawasan
korporasi.

Tahapan pelaksanaan kegiatannya meliputi: (1) Penyiapan calon lokasi dan
calon peternak pelaku; (2) Bimbingan teknis calon pelaku; (3) Pembangunan
kandang itik dan pengadaan peralatan; (4) Pengadaan ternak itik dan sarana
produksinya; serta (5) pendampingan dan pembinaan.

Pengembangan itik di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah dialokasikan di 3 (tiga) cluster di 15 (lima belas) kelompok ternak,
dengan jumlah ternak yang telah dikelola dalam setiap kluster sebanyak 2.550
ekor itik (2.500 ekor itik betina dan 50 ekor itik jantan).
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Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura (Buah dan Sayuran)
Mendukung Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Provinsi
Kalimantan Tengah dilaksanakan pada lahan rawa tipe C, dengan fokus lokasi
di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Penerima manfaat dan lokasi kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura
(Buah dan Sayuran) Mendukung Food Estate Berbasis Korporasi Petani di
Lahan Rawa Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2020.

Kegiatan penelitan dan pengembangan pertanian melaksanakan
pengembangan Center Of Excellence, melalui kegiatan pilot percontohan.

Pengembangan kawasan food estate di lahan rawa Kalimantan Tengah
diarahkan kepada pengembangan wilayah secara terpadu melalui peningkatan
dan pengembangan infrastruktur pertanian, pemanfaatan inovasi teknologi
produksi, serta pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis dengan
tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Lesson learned keberhasilan
maupun ketidakberhasilan pengembangan tanaman pangan di berbagai
wilayah lahan rawa sebelumnya, termasuk proyek PLG Satu Juta Hektar,
perlu dijadikan salah satu bekal utama, ditambah peran aktif Pemerintah
Daerah dan masyarakat dalam membangun kawasan food estate di lahan rawa
Kalimantan Tengah sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik secara
berkelanjutan.

&’)#A&.
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Kegiatan Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani Di Kalimantan
Tengah TA 2020 diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tambahan
penyediaan stok pangan pangan nasional, meningkatkan pendapatan petani
melalui pengembangan nilai tambah produk pertanian yang berbasiskan
koorporasi, serta meningkatkan pembangunan dan pengembangan wilayah
sekitar lokasi food estate.

Akuntabilitas Anggaran

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2020 adalah

sebesar

Rp2.831.863.615.788 dari

target Rp2.925.064.980.000 (96,81%).

Realisasi anggaran TA 2020 dapat dilihat seperti pada Tabel 24 dan 25 berikut :

Tabel 24.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Per Kewenangan TA. 2020

No Per Kewenangan Pagu Realisasi %
1|Kantor Pusat 2,053,127,554,000 | 1,990,954,544,498 96.97
2|Dekonsentrasi 59,399,020,000 56,376,206,668 94.91
3|Tugas Pembantuan| 812,538,406,000 784,532,864,622 96.55

Tot Ditjen PSP 2,925,064,980,000 | 2,831,863,615,788 96.81

Sumber Data : aplikasi OmSpan, per 22 Januari 2021
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Tabel 25.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Per Kegiatan TA.2020

Kegiatan Pagu Total Pagu Realisasi % Capaian

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian 532,055,767,000 520,646,311,429 97.86
Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 641,744,006,000 608,256,765,237 94.78
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 784,148,419,000 773,921,869,399 98.70
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP 394,749,039,000 374,518,527,495 94.88
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 339,428,095,000 326,956,510,605 96.33
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 232,939,654,000 227,563,631,623 97.69
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2,925,064,980,000 | 2,831,863,615,788 96.81

Sumber Data : aplikasi OmSpann, per 22 Januari 2021

Anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik

pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas
pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-catalog. Mekanisme pengelolaan
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan
Pemerintah (Banpem), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui :
1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran banpem yang
diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang
ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan
anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-catalog.
Dengan sistem e-catalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha
terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam

e-catalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.7 Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2020

masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran
strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada
masa mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Adapun kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
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Peralihan RPJMN 2015-2019 ke 2020-2024 sehingga Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) baru resmi dikeluarkan bulan Juli
2020. Pada sisi lain Sasaran Kinerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan
pada dokumen perencanaan (Renstra, PK, Renja), sehingga perlu disesuaikan.
Refocusing dan ABT 2020, Dua kali refocusing anggaran dan satu kali ABT
menyebabkan terjadinya perubahan target kinerja pada unit kerja Eselon I.
Pandemi Covid 19 PSBB berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan tidak
hanya di Kantor Pusat tetapi juga di Daerah, termasuk berdampak pada
pengisian laporan pelaksanaan program/kegiatan.

Koordinasi proses perencanaan antar K/L (Kementan, Bappenas, Kemenkeu)
terkendala Revisi Indikator Kinerja, Trilateral Meeting dan Pelaporan menemui
kendala dalam rangka mencari solusi terbaik untuk penyelarasan indicator
kinerja.

Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang

telah ditetapkan.

3.8 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan

tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :

1.

Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang
di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat
Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

Menyesuaikan semua dokumen perencanaan termasuk renstra dan Perjanjian
Kinerja.

Melakukan reviu kembali alokasi dan menyesuaikan anggaran dan
kegiatannya.

Mengatur kinerja dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dilakukan upaya pertemuan dengan melalui Online atau virtual meeting
Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditien terhadap pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam
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Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.
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BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses
Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 — 2024. Renstra dimaksud menjadi
acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu
meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan
pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan
pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis
tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditien PSP. Dalam Laporan Kinerja ini
disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga
dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan
administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata
mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang
melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi,
pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bantuan Pemerintah, penyusunan
RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatkan sistim monitoring dan
pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta
4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh stakeholders baik di pusat maupun
daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan
5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang
terjadi.

Al
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LAMPIRAN | Stwabstar Organisasi Ditjen PSP

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

RASAIANA DAN SARANA PERTANIAN
DR, SARWO EDHY, 5P, MM

PDINECTUN

DIRERTUR eIk :
Wi AHAN RGAS| PRRTARIAN PEMBIAYAAN PERTANIAN RN SATANIAN
ERWIN NOORWIBOWO, STP IR, RAHMANTO, M.SC | . INDAN MEGANWATI, MP MUHAMMAD HAYTA 5. ANDI NUR ALAMSY AN,
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LAMPIRAN II Datbungan Sumber Daya Wanasia

NO. UNIT KERJA S3 | S2 S1 | D4 | SM | D3 | D2 |D1[SLTA| SLTP | SD | JUMLAH

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN

3 LAHAN 1 17 22 0 0 0 0|0 10 0 0 50
4. |DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN 1 19 18 0 0 0 0|0 11 0 0 49
5. IDIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN 1 10 21 0 0 1 0|0 5 0 0 38
6. |IDIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA 0 14 29 0 0 4 0|0 3 0 0 50
7. |IDIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN 0 12 23 1 1 0 0|0 10 0 1 48
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 4 a 172 1 1 8 0|0 50 0 1 328
e,
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- Perjansian Rinerja Ditjen PSP
KEMENTERIAN PERTANIAN

- DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG O
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7818083

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy
Jabatan . Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Menteri Pertary/ Direktur Jenderal Prasarana
W dan Sarana Pertanian
Syahrul Yasin Limpo Sarwo y
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Penyediaan Prasarana 1. Indeks Ketersediaan Prasarana % 62,55
dan Sarana Pertanian Pertanian yang Sesuai Peruntukkan
yang Sesuai Kebutuhan
2. Indeks Ketersediaan Sarana % 77,92
Pertanian yang Sesuai Peruntukkan
2 Birokrasi Direktorat 3. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat | Nilai 22,44
Jenderal Prasarana dan Jenderal Prasarana dan Sarana (0-23,5)
Sarana Pertanian yang
Efektif dan Efisien
4. Tingkat kepuasan unit Eselon | teknis | Skala | 3,30
di lingkup Kementerian Pertanian likert
terhadap layanan prasarana dan 1-4
sarana pertanian yang diberikan
3 Pengelolaan Anggaran 5. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Nilai 70
Direktorat Jenderal Jenderal Prasarana dan Sarana (0-100)
Prasarana dan Sarana Pertanian
yang Akuntabel dan
Berkualitas
KEGIATAN ANGGARAN
1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Rp. 554.718.397.000
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp. 800.228.851.000
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan PengawasanAlat Rp. 1.243.852.537.000
Mesin Pertanian
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Rp. 275.858.229.000
5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp. 238.974.920.000
6. Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Rp. 390.265.282.000

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Jakarta, Desember 2019

Menteri Pertanian /

Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian

Syahrul Yasin Limpo € satwo Ed y
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$ DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE {021) 7816083

"

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarwo Edhy

Jabatan . Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo

Jabatan . Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan, serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Menteri Pertanian Direktur Jenderal Prasarana
W i i
Syahrul Yasin Limpo dhy

140




Laporan Kinerja Ditjen PSP TA. 2020
— e O e —

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tersedianya Prasarana dan 1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian % 50,43
Sarana Pertanian yang Sesuai
Kebutuhan
2. Tingkat kemanfaatan sarana pertanian % 81,62
3. Persentase lahan baku sawah yang % 50
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP28)
2 Terwujudnya Birokrasi 4. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana | Nilai 34,81
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dan Sarana Pertanian yang
Efektif, Efisien dan
Berorientasi pada Layanan
Prima
5. Tingkat kepuasan unit Eselon | teknis di Skala 3,30
lingkup Kementerian Pertanian terhadap likert
layanan prasarana dan sarana pertanian 14
yang diberikan
3 Terkelolanya Anggaran 6. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Nilai B1
Direktorat Jenderal Prasarana Prasarana dan Sarana Pertanian (0-100)
dan Sarana Pertanian yang
Akuntabel dan Berkualitas
KEGIATAN ANGGARAN
1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Rp. 532.055.767.000
2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp. 641,744.006.000
3. Pengeloiaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Rp. 783.722.411.000
Mesin Pertanian
4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Rp. 339.428.095.000
p. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp. 232.939.654.000
6. Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Ditien  Rp. 394.749.039.000
Prasarana dan Sarana Pertanian

Jakarta, Desember 2020

Menteri Pertanian Direktur Jenderal Prasarana
dan na Pertanian
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LAMPIRAN IV Reboapitalasi Pelatu Usata Pertanian dapat abses
Pembiayaan Melaluc RUR
JUMLAH
NO PROVINSI BANK PELAKU JUMLAH KREDIT
PENYALUR USAHA

1 |ACEH BRI 92 4,279,200,000
2 |JAWA BARAT BRI 68 8,845,612,250
3 |JAWA TENGAH BRI 184 21,503,890,400
MANDIRI 103 14,745,050,900
4 [JAWA TIMUR MANDIRI 207 11,952,305,000
5 |KALIMANTAN SELATAN  |BRI 83 8,291,750,000
6 |MALUKU BNI 66 1,550,000,000
7 |NTB BNI 48 983,935,000
8 |RIAU BNI 21 2,345,000,000
9 [SULAWESI SELATAN BNI 65 19,105,000,000
BRI 100 11,502,500,000
10 |SUMATERA BARAT MANDIRI 265 7,836,000,000
11 |SUMATERA UTARA BRI 189 26,518,002,896
MANDIRI 17 4,130,000,000
Total 1,508 143,588,246,446
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LAMPIRAN V

\#’/
Reboapitulas Pelatu Usata Pertanian dapatl abses
Pembiayaan dari Private Sector
TAHUN 2020
NO BUMN JUMLAH DEBITUR NILAI
1 PT. PETROKIMIA GRESIK 49 Rp 6,845,250,000
2 PT. KUJANG KARAWANG 20 Rp 2,853,000,000
4 PT. PERTAMINA 23 Rp 1,470,000,000
5 PT.JASINDO 55 Rp 1,975,000,000
6 PT. ADHIKARYA 3 Rp 150,000,000
TOTAL 150 Rp 13,293,250,000
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LAMPIRAN VI Rebapitalasi Pelatu Usata Pertanian
Jumlah -
Jumlah Pinjaman
No NAMA KOPERASI SUB SEKTOR Pelaku o
Yang Diberikan (Rp)
Usaha
1 |KOPERASI ANUGERAH TANI MAKMUR HORTIKULTURA 12 56,500,000
PETERNAKAN 2 12,000,000
TANAMAN PANGAN 10 20,500,000
Total 24 89,000,000
2 |KOPERASI LKMA BLOROK MAKMUR SEJAHTERA HORTIKULTURA 45 203,500,000
PERKEBUNAN 43 441,000,000
PETERNAKAN 33 227,000,000
TANAMAN PANGAN 82 150,850,000
Total 203 1,022,350,000
Grand Total 227 1,111,350,000
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LAMPIRAN VII

Rebapitulasc Data Luas Lahan yang Tenlindungl Asanansi

REALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) TAHUN 2020

TAINGT
=

No Nama provinsi Jumlah petani | Luas Lahan Premi 100%
1 |ACEH 5,166 2,393.21 430,777,800.00
2 |BALI 52,534 26,529.58 4,775,324,400.00
3 [BANTEN 3,185 2,684.57 483,222,600.00
4 |BENGKULU 137 106.50 19,170,000.00
5 [DI YOGYAKARTA 6,606 1,891.48 340,466,400.00
6 [GORONTALO 10,708 9,531.60 1,715,688,000.00
7 [JAMBI 12,141 9,995.88 1,799,258,400.00
8 [JAWA BARAT 148,558 92,301.13 16,614,203,400.00
9 |JAWA TENGAH 264,291 128,298.46 | 23,093,722,800.00
10 |[JAWA TIMUR 596,494 | 442,822.49 | 79,708,048,200.00
11 [KALIMANTAN BARAT 9,801 7,242.00 1,303,560,000.00
12 [KALIMANTAN SELATAN 7,287 4,769.80 858,564,000.00
13 [KALIMANTAN TENGAH 15,803 20,486.78 3,687,620,400.00
14 |KALIMANTAN UTARA 12 6.20 1,116,000.00
15 |KEP. BANGKA BELITUNG 2,217 1,318.83 237,389,400.00
16 |LAMPUNG 27,937 20,163.98 3,629,516,400.00
17 [MALUKU 3,145 3,684.00 663,120,000.00
18 |MALUKU UTARA 93 56.29 10,132,200.00
19 [NUSA TENGGARA BARAT 79,490 59,648.85 10,736,793,000.00
20 |NUSA TENGGARA TIMUR 7 3.50 630,000.00
21 |RIAU 31 31.00 5,580,000.00
22 |SULAWESI BARAT 3,894 4,555.87 820,056,600.00
23 |SULAWESI SELATAN 11,920 9,367.24 1,686,103,200.00
24 [SULAWESI TENGAH 45,503 88,427.06 | 15,916,870,800.00
25 |SULAWESI TENGGARA 18,249 26,678.20 4,802,076,000.00
26 |SULAWESI UTARA 1,302 1,552.94 279,529,200.00
27 |SUMATRA BARAT 9,992 7,214.35 1,298,583,000.00
28 [SUMATRA SELATAN 16,700 15,938.26 2,868,886,800.00
29 |SUMATRA UTARA 14,475 12,301.33 2,214,239,400.00

Grand Total 1,367,678 | 1,000,001.38 | 180,000,248,400.00
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REALISASI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTSK) TAHUN 2020
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TRINGT
=

No Nama provinsi Jumlah peternak Jumlah Ekor Premi 100%
1 |ACEH 2 25 5,000,000.00
2 (BALI 1782 2,283 456,600,000.00
3 [BANTEN 284 880 176,000,000.00
4 |BENGKULU 33 37 7,400,000.00
5 [DI YOGYAKARTA 755 1,099 219,800,000.00
6 |GORONTALO 2641 3,576 715,200,000.00
7 |JAMBI 381 859 171,800,000.00
8 |JAWA BARAT 5951 16,588 3,317,600,000.00
9 |JAWA TENGAH 5283 9,636 1,927,200,000.00
10 |JAWA TIMUR 7236 14,920 2,984,000,000.00
11 |KALIMANTAN BARAT 18 18 3,600,000.00
12 [KALIMANTAN SELATAN 414 959 191,800,000.00
13 |KALIMANTAN TENGAH 1169 2,345 469,000,000.00
14 [KALIMANTAN TIMUR 175 415 83,000,000.00
15 |KALIMANTAN UTARA 107 239 47,800,000.00
16 |KEP. BANGKA BELITUNG 715 1,615 323,000,000.00
17 |KEP. RIAU 33 76 15,200,000.00
18 |LAMPUNG 4504 9,252 1,850,400,000.00
19 [NUSA TENGGARA BARAT 2324 4,156 831,200,000.00
20 [NUSA TENGGARA TIMUR 409 1,192 238,400,000.00
21 [RIAU 620 1,878 375,600,000.00
22 [SULAWESI BARAT 424 991 198,200,000.00
23 |SULAWESI SELATAN 13701 26,982 5,396,400,000.00
24 [SULAWESI TENGAH 1316 2,214 442,800,000.00
25 [SULAWESI TENGGARA 72 133 26,600,000.00
26 |SULAWESI UTARA 131 810 162,000,000.00
27 [SUMATRA BARAT 3013 7,313 1,462,600,000.00
28 |SUMATRA SELATAN 911 2,546 509,200,000.00
29 [SUMATRA UTARA 1288 6,963 1,392,600,000.00
TOTAL 55,692 120,000 | 24,000,000,000.00
é.m'ff\"r',c.g
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